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ABSTRAK 
Nurlaila 2019, “Implementasi Tugas Dan Fungsi  Dinas Pendidikan Kabupaten 
Luwu Utara Menurut Peraturan Daerah  Kabupaten Luwu Utara No.4 
Tahun 2012: Tinjauan Hukum Islam”, Skripsi, Program Studi Hukum Tata 
Negara, Fakultas Syariah Pembimbing (I) Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. 
Pembimbing (II) Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd. 
Kata kunci : Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan, Peraturan Daerah  
Kabupaten Luwu Utara No.4 Tahun 2012, Maqashid Syari’ah. 
Skripsi ini membahas tentang “Implementasi Tugas Dan Fungsi  Dinas 
Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Menurut Peraturan Daerah  Kabupaten 
Luwu Utara No.4 Tahun 2012: Tinjauan Hukum Islam”. Adapun yang 
menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana implementasi 
tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara menurut kebijakan 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No.4 Tahun 2012 pada Bab III 
Tentang Dinas Pendidikan? 2. Apa faktor pendukung dan penghambat 
implementasi tugas dan fungsi dinas pendidikan di Kabupaten Luwu Utara? 3. 
Bagaimana tinjauan maqashid al-syari’ah tentang implementasi tugas dan 
fungsi dinas pendidikan?. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yuridis 
formal dan sosiologis. Subjek penelitian adalah Dinas Pendidikan Kabupaten 
Luwu Utara, objek dalam penelitian ini adalah Implementasi tugas dan fungsi 
Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Metode pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, 
dokumentasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) implementasi 
tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara sudah berjalan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut 
terlihat dari terlaksananya perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan 
pelayanan urusan pemerintahan dalam program-program yang telah dilakukan 
dinas pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di 
Kabupaten Luwu Utara, 2) adapun Faktor pendukung ialah  faktor koordinasi 
dan faktor kebijakan, dan Faktor penghambat ialah kesediaan tenaga pendidik 
(guru) yang belum merata dan imprastruktur yang tidak merata, 3) ditinjau 
dari maqashid al-syari’ah bahwasanya implementasi tugas dan fungsi dinas 
pendidikan dalam mengatasi kemaslahatan dengan terpeliharanya lima unsur 
pokok yaitu hifzh al-dien (perlindungan agama), hifzh al-nafs (perlindungan 
jiwa), hifzh al-aql (perlindungan akal), hifzh al-maal (perlindungan harta), 
hifzh al-nasl (perlindungan keturunan), dalam usaha mewujudkan kelima 
unsur pokok terdapat tujuan syariah diantaranya; maqashid al-daruriyat, 
maqashid al-hajiyat, dan maqashid al-tahsiniyat. 
Adapun solusi yang dapat diberikan ialah mempertahankan dan 
meningkatkan pelaksanaan program kerja serta memilih tenaga pendidik yang 
lebih professional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRAKATA 
 
            
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Di setiap lembaga pasti terdapat tugas dan fungsi yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah/Bupati setempat. Tugas dan fungsi di sini sangat 
mempunyai peran sangat penting salah satunya yaitu sebagai acuan dalam 
bekerja agar tujuan lembaga dapat terwujud. Fungsi kegiatan yang biasa atau 
sejenis di tempatkan di dalam satu unit lembaga. Tugas dan fungsi setiap 
pegawai mempunyai peranan penting dalam aktivitas lembaga atau organisasi, 
karena bagaimanapun juga kemajuan dan  keberhasilan suatu lembaga atau 
organisasi tidak lepas dari peran dan kemampuan yang baik. Meningkatnya 
kualitas sumber daya manusia akan dapat dilihat pada kinerja pegawai dalam 
mengimplementasikan tugas dan fungsinya  yang dibebankan sesuai dengan 
tuntutan organisasi atau lembaga, oleh karena itu upaya mengelola dan 
mengembangkan kinerja dinas pendidikan yang sesuai dengan tugasnya 
menjadi hal yang sangat penting dalam membangun dan meningkatkan 
pendidikan yang lebih baik, terkhususnya pendidikan bagi anak yang tak 
mampu dan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Luwu Utara. 
Sebagai unsur aparatur pemerintahan daerah pegawai dinas pendidikan 
sekaligus sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang menyelenggarakan 
pelayanan secara adil dan merata dan  mempunyai peranan yang sangat 
penting,  yaitu sebagai pemikir, perencana, penggerak pastisipasi masyarakat 
dalam proses pembangunan di bidang pendidikan. Dalam proses 
pembangunan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh 
kesetiaan kepada pancasila dan undang-undang dasar 1945 serta  sekaligus 
berperan sebagai pengendali dan pengawas pelaksanaan pembangunan itu 
sendiri. Dalam hal ini sangat jelas bahwa tugas dan fungsi pegawai dinas 
pendidikan sangatlah penting. 
Organisasi yang ada di pemerintahan mempunyai tujuan untuk 
pengembangan mutu pendidikan. Kebijakan dari pemerintahan pusat 
kemudian dilanjutkan ke tingkat daerah dalam rangka otonomi daerah seperti 
saat ini. Peranan daerah dalam mensukseskan kebijakan pemerintahan dalam 
pendidikan dilanjutkan oleh daerah dengan mengoptimalkan implementasi 
tugas dan fungsi dinas pendidikan yang disesuaikan dan diatur dalam 
pemerintahan daerah di setiap kabupaten seperti yang ada pada Peraturan 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 pada Bab III tentang 
Dinas Pendidikan. 
Usaha pemerintahan daerah khususnya dalam bidang pendidikan yang 
diterapkan di Dinas Pendidikan yang ditujukan pada kepala dinas pendidikan 
dan jajarannya di Dinas Pendidikan, tidak lain dengan tujuan untuk 
mengoptimalkan sistem koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ke setiap 
pelaksanaan kebijakan. Dinas Pendidikan diharapkan mampu mengakomodir 
para guru dan pendidik yang ada di daerahnya sehingga bisa berjalan secara 
optimal demi mensukseskan program pemerintahan tentang pendidikan. 
Kesuksesan ini sangatlah erat kaitannya dengan kinerja yang baik, optimal, 
efisien, transparan, kredibel, dan akuntabel dari Dinas Pendidikan. 
Menciptakan suatu lembaga yang demikian itu bukanlah suatu hal yang sia-sia 
jika diwujudkan. Motivasi yang tinggi dan etos kerja yang baik diharapkan 
dapat menjadi suatu daya dorong yang paling dominan dalam menciptakan 
suatu di Dinas Pendidikan yang mempunyai kinerja baik, optimal, efisien, 
efektif, transparan, kredibel, dan akuntabel. Untuk menindaklanjuti gagasan 
ini maka diperlukan tugas dan fungsi. Disetiap lembaga pasti memiliki tujuan 
pokok yang mendasar dari bentuknya suatu lembaga atau instansi. Instansi ini 
juga memiliki fungsi tersendiri yang bersifat khusus dalam bidang yang telah 
diatur dan dalam hal ini adalah pendidikan. 
Dinas pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan 
pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna bersih dan 
bertanggung jawab good governance  yang merupakan prasyarat bagi setiap 
pemerintah dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat. 
Adapun ayat yang membahas tentang amanah antara lain yaitu (Q.S. 
An-nisa (4): 58) : 
                              
                          
 Terjemahnya: 
“Sesungguhnya Allah swt menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 
yang berhak menerimanya, dan menyuruh (menyuruh kamu kamu) apabila 
menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 
sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat”.1 
 Dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu organisasi di 
Kabupaten Luwu utara yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan pembangunan dibidang pendidikan, berkewajiban membantu 
Bupati  melaksanakan  urusan pendidikan serta tugas pembantuan yang di berikan 
kepada daerah (Bupati) sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan 
kepadanya. 
Dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara juga merupakan sebagai instansi 
pemerintahan Kabupaten yang berhubungan langsung dalam meningkatkan 
pendidikan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten  tersebut.  Dalam perannya 
sebagai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara tugas dan fungsinya sangatlah 
penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menggali minat bakat serta 
dapat menjadikan siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah di Kabupaten Luwu Utara 
menjadi berpestasi, oleh karena itu sebagai pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten 
Luwu Utara dapat meningkatkan tugasnya agar kualitas pendidikan di Kabupaten 
Luwu Utara dari tahun ke tahun terus meningkat. 
                                                          
1
Kementrian Agama  RI,  Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bogor : Unit Percetakan Al-Quran 
(UPQ) di Ciawi, 2017),  h.87. 
Sesuai dengan perihal di atas penulis mengajukan judul tentang 
“Implementasi Tugas Dan Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Menurut 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No.4 Tahun 2012: Tinjauan Hukum Islam”. 
B. Rumusan  Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat merumuskan masalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu 
Utara menurut kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No.4 
Tahun 2012 pada Bab III Tentang Dinas Pendidikan? 
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan fungsi dinas 
pendidikan di Kabupaten Luwu Utara? 
3. Bagaimana tinjauan maqashid al-syari’ah tentang implementasi tugas dan 
fungsi dinas pendidikan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Setelah mengetahui permasalahan yang ada, penelitian ini di lakukan dengan 
tujuan: 
1. Untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan di 
Kabupaten Luwu Utara menurut kebijakan Menurut Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Utara No. 4 tahun 2012 pada bab III tentang Dinas 
Pendidikan. 
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 
implementasi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara. 
3. Untuk menganalisis tinjauan maqashid alsyariah tentang implementasi tugas 
dan fungsi dinas pendidikan. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau ilmu bagi 
masyarakat dan dijadikan rujukan penelitian lain terkait tugas dan fungsi Dinas 
Pendidikan di Kabupaten Luwu Utara. 
2. Manfaat praktis 
Diharapkan digunakan sebagai informasi bagi masyarakat ataupun praktisi 
Hukum Tata Negara dan instansi terkait tentang tugas dan fungsi Dinas Pendidikan 
yang ada Kabupaten Luwu Utara. 
 
E. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian 
1. Definisi Operasional  
Definisi operasional sangatlah diperlukan untuk menghindari adanya terjadi 
kekeliruan interpretasi pembaca terhadap istilah-istilah yang terkandung dalam 
judul atau penelitian ini, maka perlu disertakan definisi operasional istilah-istilah 
sebagai berikut: 
a. Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara 
Menurut Kebijakan Peraturan Daearah Kabupaten Luwu Utara No.4 Tahun 2012 
Pada Bab III Tentang Dinas Pendidikan. 
Implementasi tugas dan fungsi dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara 
menurut kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang dimaksud 
dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan 
oleh ASN (Aparatur Sipil Negara) atau belum ASN (Aparatur Sipil Negara) di 
dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara yang wajib dikerjakan sesuai dengan 
tugas yang diberikan kepadanya yang telah menjadi tanggungjawab dirinya 
berdasarkan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No.4 tahun 
2012. 
b. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Tugas dan Fungsi Dinas 
Pendidikan Kabupaten Luwu Utara 
Faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan fungsi dinas 
pendidikan Kabupaten Luwu Utara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
faktor pendukung yaitu hal-hal yang mempengruhi suatu pekerjaan menjadi 
berkembang, memajukkan agar pekerjaan berjalan dengan lancar dan stabil di 
dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara, sedangkan faktor penghambat  yaitu 
faktor yang menghalangi atau menjadi penghambat suatu pekerjaan dinas 
pendidikan Kabupaten Luwu Utara hingga pekerjaan menjadi tidak lancar atau 
tidak stabil. 
c. Tinjauan Maqashid al-Syari’ah tentang Implementasi Tugas dan Fungsi 
Dinas Pendidikan. 
Tinjuan maqashid al-syari’ah tentang implementasi tugas dan fungsi dinas 
pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tujuan-tujuan yang 
disyariatkannya hukum oleh Allah swt yang berisikan kemaslahatan yang ada 
pada pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Luwu 
Utara.  
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dalam 
penjelasan di atas adalah suatu kegiatan yang wajib dilaksanakan/dijalankan oleh  
ASN (Aparatur Sipil Negara) dan belum ASN (Aparatul Sipil Negara) sesuai 
dengan tugas yang telah diberikan kepadanya dan menjadi tangggungjawab 
dirinya sesuai yang berada dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 
Utara No.4 Tahun 2012 Bab III Tentang Dinas Pendidikan serta peninjauan 
Maqashid al syariah. 
2. Ruang lingkup penelitian 
Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melenceng dari yang 
diinginkan, maka penelitian ini hanya membatasi pada implementasi tugas dan 
fungsi dinas pendidikan di Kabupaten Luwu Utara menurut Peraturan Daerah 
No.4 tahun 2012 Bab III tentang Dinas Pendidikan dan ditinjau dalam maqashid 
al-syariah. 
 
    BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
F. Penelitian  Terdahulu Yang Relevan 
Berdasarkan hasil penelusuran dapat didefinisikan beberapa penelitian 
yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang 
akan diteliti tetapi memiliki perbedaan permasalahan yang akan dikaji dalam 
penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang 
dilakukan oleh : 
1. Iis Hermaeny Farantika (Mahasiswa Lulusan Universitas Yogyakarta, 
2010) Dengan Judul “Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI) di Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Karangdowo Klaten”. Penelitian 
terdahulu yang relevan ini membahas tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
(tupoksi) kepala UPTD, pengawas sekolah dan kepala tata usaha, untuk mengetahui 
koordinasi dan komunikasi yang diterapkan antar seksi dan untuk mengetahui 
evaluasi terhadap kinerja pegawai di Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)  
Kecamatan Karangdowo Klaten. Dalam penelitian ini berfokus kepada unit 
pelaksanaan teknis dinas yang ditujukan pada staf atau jajaran di unit pelaksanan 
teknis dinas di setiap kecamatan, tidak lain dengan tujuan untuk mengoptimaliskan 
sistem koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi ke setiap pelaksana kebijakan 
pendidikan beserta lembaga lainnya yang terkait. Motivasi yang tinggi dan etos kerja 
yang baik diharapkan dapat menjadi suatu daya dorong yang paling dominan dalam 
menciptakan suatu Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai kinerja yang baik, 
optimal, efisien, efektif, transparan, kredibel, dan akuntabel.
2
 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat 
persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya yaitu membahas tentang 
tugas dan fungsi dinas pendidikan yang tidak lain menginginkan kinerja yang 
baik, optimal, efisien, transparan, kredibel dan akuntabel. Kemudian 
perbedaannya terdapat pada subjek yang akan diteliti berbeda, penelitian yang 
akan diteliti hanya membahas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pendidikan 
sedangkan penelitian yang relevan ini subjek yang akan diteliti yaitu kepala 
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), serta Waktu dan tempat yang 
dilakukan penelitian sebelumnya berbeda dengan yang akan penelitian ini 
lakukan. 
2. Sitti fitria N (Mahasiswa  Lulusan Universitas Negri Yogyakarta, 2014), 
Dengan judul “Pembinaan Kinerja Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan 
Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten”. Penelitian terdahulu yang relevan ini 
tentang upaya peningkatan pembinaan kinerja pegawai khususnya pembinaan karir 
pegawai yang terdiri dari; (1). Bentuk-bentuk pembinaan karir di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Klaten; (2). Hambatan dalam pembinaan karir di Dinas Pendidikan 
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Kabupaten Klaten; (3). Solusi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten 
Klaten untuk mengatasi hambatan. Dalam penelitian ini berfokus pada berbicara 
tentang kualitas pegawai, maka pembinaan kinerja memberikan sumbangan sangat 
berarti bagi kesuksesan dan kelancaran bagi pekerjaan. Peran pembinaan kinerja 
pegawai sangat besar untuk membekali pegawai agar lebih kreatif dalam mencapai 
tujuan lembaga secara efektif dan efisien.
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Berdasarkan penelitian di atas persamaan penelitian terdapat pada 
pelaksanaan tugas dan fungsi di dinas pendidikan yang akan di Kabupaten 
masing-masing. Adapun perbedaannya penelitian yang akan diteliti tidak 
membahas pembinaan kinerja pegawai dinas pendidikan, berbeda dengan 
penelitian terdahulu yang relevan ini membahas tentang pembinaan 
kinerjanya, serta adapun perbedaan lainnya yaitu waktu dan tempat berbeda 
dengan penelitian yang akan dilakukan. 
3. Al Juffri (Mahasiswa Lulusan Universitas Islam Negri Sulta Syarif Kasim 
Riau, 2013) dengan judul “Analisis Kinerja Pegawai Negri Sipil Pada Dinas 
Pendidikan Kabupaten Karimun”. Penelitian terdahulu yang relevan ini membahas 
tentang kinerja pegawai negri sipil pada dinas pendidikan, kinerja pegawai adalah 
merupakan sejauh mana pegawai tersebut dapat melakukan tugas dengan baik dalam 
arti kata pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana, sehingga diperoleh hasil yang 
memuaskan untuk tercapainya kinerja pegawai dengan baik. Dalam penelitian ini 
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lebih berfokus kepada kinerja pegawai, Maka pegawai dituntun untuk memiliki 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang mampu melaksanakan tugas 
sebagai aparatur pemerintah sesuai dengan tugas yang dibebankan. Oleh karena itu, 
agar mempunyai kinerja yang baik, seseorang harus memiliki keinginan yang tinggi 
untuk mengerjakan serta mengetahui pekerjaannya. Dengan kata lain kinerja individu 
dipengaruhi oleh kepuasan kerja, kepuasan kinerja itu sendiri adalah perasaan 
individu terhadap pekerjaannya. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat 
persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian terdapat pada keinginan 
kepada pegawai dinas pendidikan melakukan tugasnnya dengan baik. Adapun 
perbedaannya terdapat pada penelitian yang akan dilakukan hanya membahas 
masalah pelaksanan tugas dan fungsi dinas pendidikan, sedangkan penelitian 
terdahulu yang relevan ini membahas kinerja atau hasil dari pekerjaan 
pegawai dinas pendidikan, serta perbedaaan lainnya yaitu tempat dan waktu 
penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. 
 
G. Kajian Pustaka 
1. Tugas dan fungsi dinas pendidikan 
Tugas dan fungsi merupakan suatu aturan yang wajib untuk 
dilaksanakan/dijalankan sesuai dengan apa yang berada dalam ketentuan tersebut. 
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Arti tugas pokok dan fungsi adalah sasaran utama yang dibebankan kepada organisasi 
untuk dicapai, sedangkan fungsi artinya adalah pekerjaan yang dilakukan. Maka dari 
itu dapat disimpulkan dari sebuah konsep bahwa tugas dan fungsi adalah sasaran 
utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan 
dilaksanakan. 
 Sistem pembagian kerja sesuai dengan kompetensi pegawai maka kinerja 
pegawai dapat semaksimal mungkin tetapi sebaliknya apabila pembagian tugas tidak 
sesuai dengan kompotensi pegawai maka pekerja yang dikerjakan hasilnya tidak akan 
memuaskan. Dalam pembagian tugas, pimpinan harus memperhatikan pedoman-
pedoman yang telah ditetapkan yaitu tujuan harus dijabarkan kedalam tugas-tugas 
pokok, tugas pokok kemudian dijabarkan ke dalam fungsi, fungsi diikuti kegiatan-
kegiatan. Setiap pegawai perlu di beri daftar tugas yang harus dijalankan meskipun 
tugasnya itu bervariasi namun satu dengan yang lainnya tetap berkaitan dan 
penempatan kedudukan setiap pegawai haruslah tepat sesuai dengan bidang keahlian, 
pembawaan, kecakapan, dan kemampuannya. Beban tugas dibuat sama rata mungkin 
sehingga terciptanya keadilan, kepuasan, dan kegairahan kerja, serta dalam 
penambahan ataupun pengurangan pegawai haruslah didasarkan pada penciptaan 
kondisi kerja yang lebih baik, atau bersifat mendidik.  
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No.4 tahun 2012 
pada Bab III tentang Dinas Pendidikan, untuk menyelenggarakan tugasnya, 
dinas pendidikan menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: 
a.  Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
pendidikan. 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesui dengan lingkup tugas dan 
kewenangannya. 
d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, 
kepegawaiian, perlengkapan, dan perlengkapan. 
e. Pengelolaan unit pelaksaan teknis dinas; dan 
f. Pelaksanaan  tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya.
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Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan organisasi dinas 
pendidikan di kabupaten luwu utara, terdiri dari: 
a. Kepala dinas  
b. Sekertaris terdiri dari: 
1. sub bagian umum dan kepegawaiian 
2. sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan 
3. sub bagian keuangan 
c. bidang pendidikan dasar terdiri dari: 
1. seksi pengembangan kurikulum dan evaluasi 
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2. seksi peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan; dan 
3. seksi sarana dan prasarana pendidikan dasar 
d. bidang pendidikan menengah dan kejuruan terdiri dari:  
1. seksi pengembangan kurikulum dan evaluasi 
2. seksi peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan; dan 
3. seksi sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan 
e. bidang pendidik anak usia dini, nonformal, dan informal terdiri dari: 
1. seksi pendidikan pra sekolah dan non formal 
2. seksi peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan; dan 
3. seksi pembinaan kursus dan UKS; dan 
f. jabatan fungsional.
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Pembagian tugas yang jelas dalam suatu kantor sangatlah penting, karena 
dengan adanya pembagian tugas maka karyawan atau pegawai dapat melaksanakan 
tugasnya dengan baik pula. Beberapa manfaat pembagian tugas antara lain sebagai 
berikut: 
a. Membantu koordinasi 
Memberi tugas pekerjaan kepada unit kerja yang paling baik dapat 
melaksanakan tugas tersebut akan menyerderhanakan koordinasi. 
Koordinasi yang ketat dapat ditempatkan didalam koordinasi yang sama. 
Selanjutnya, apabila terdapat sasaran yang jelas dan dominasi yang 
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berhubungan dengan berbagai unit-unit tersebut ditempatkan di dalam 
satu bagian dari struktur organisasi. 
 
 
b. Memperlancar pengawasan 
Dapat membantu pengawasan dengan menempatkan seseorang anggota 
manejer yang berkopetensi didalam setiap unit organisasi. Dengan 
demikian sebuah unit dapat ditempatkan didalam organisasi secara 
keseluruhan sedemkian rupa agar dapat mencapai sasaran kerjanya 
walaupun lokasinya itu nampak tidak logis. Apabila pekerjaan dari 
seluruh unit yang berdiri sendiri ingin diawasi oleh unit lain, maka unit 
tersebut harus ditempatkan pada lokasi yang terpisah. 
c. Manfaat speliasisasi 
Konsentrasi kegiatan membantu seorang menjadi ahli didalam pekerja-
pekerja tertentu, namun sebagaimana dikemukakan diatas, speliasisasi 
terseb ut jangan diadakan terlampau jauh. Mengadakan pembagian tugas 
atas dasar keahlian memang baik dalam pengorganisasian, terutama 
apabila dibutuhkan keahlian dan pengetahuan yang bersifat khusus. 
d. Menekan pada hubungan antar manusianya 
Sebagai ulasan dapat dikemukakan lagi, jangan lupa bahwa didalam 
pengorganisasian (supaya efektif) harus memperhatikan hubungan antar 
manusia.
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Untuk memberikan pelayanan-pelayanan pendidikan kepada 
masyarakat, dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara mempunyai tugas dan 
fungsi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya yaitu: 
1. Kepala dinas 
Tugas: memimpin, mengordinasikan dan mengawasi pelaksanan otonomi 
daerah dibidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Fungsi:  
a. penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum 
dibidang pendidikan 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan 
d. pelaksanaan pembinaan UPTD 
e. pelaksanaaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan 
oleh bupati. 
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2. Sekretariat 
Tugas: melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur 
dilingkungan dinas peliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, 
kepegawaian. 
 
 
Fungsi:   
a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program 
kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada sekretariat. 
b. pelaksanaan koordinasi penyusun program kegiatan dan 
penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas 
pelayanan administrasi. 
c. pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, dan pembinaan 
kepegawaian dilingkup dinas pendidikan. 
d. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai. 
e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan 
oleh kepala dinas. 
3. Sub bagian umum dan kepegawaian  
Tugas: melaksanakan sebagian tugas secretariat lingkup administrasi umum 
dan kepegawaian dinas pendidikan 
Fungsi:   
a. penyusun rencana pengelolaan administrasi umum dan 
kepegawaian dinas pendidikan. 
b. pelaksanaan, pengelolaan administrasi umum yang meliputi 
pengelolaan naskah dins, penataan kearsipan dinas, 
penyelenggaraan rumah tangga dinas, dan pengelolaan 
perlengkapan dinas. 
c. pelaksanaan asministrasi kepegawaian yang meliputi rencana dan 
pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan, gaji 
berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan 
pegawai). 
d. pelaksanaan pengelolaan administrasi sertifikasi guru dan 
peningkatan kualifikasi guru. 
e. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan 
kepegawaian. 
4.   Sub bagian perencanaan dan pelaporan 
      Tugas: menyusun kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan 
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan agae semua kegiatan 
dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 
Fungsi: 
a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan program 
yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan sesuai dengan 
rencana yang ditetapkan. 
b. menyusun rancangan kebijakan umum dinas berdasarkan visi dan 
misi pagar kebijaka umum dinas berdaya guna dan berhasil guna. 
c. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan 
dinas berdasarkan program dan kegiatan dinas. 
d. menyusun laporan kinerja dinas berdasaekan program dan 
kegiatan dinas agar dapat dipergunakan sebagai bahan 
pengambilan kebijakan. 
e. menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan 
petunjuk operasional dibidang perencanaan. 
f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan 
oleh kepala dinas. 
5.   Sub bagian keuangan 
Tugas: melaksanakan tugas dibidang penatausaan keuangan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan untuk terwujudnya tertib administrasi 
keuangan. 
Fungsi: 
a. menghimpun penyusun kebijakan teknis penaausahaan keuangan 
sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelakanaan tugas. 
b. melaksanakan penatausahan keuangan sesuai dengan peraturan 
yang berlaku untuk tertibnya penggunaan anggaran. 
c. meneliti kelengkapan pengajuan pencairan anggaran berdasarkan 
petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis proses pencairan. 
d. mengesahkan surat perintah membayar sesuai kebutuhan sebagai 
dasar penerbitan surat perintah pencairan dana. 
e. mengumpulkan data bendahara sesuai kebutuhan sebagai bahan 
pengendalian keuangan. 
f. melakukan verifikasi kelengkapan surat perintah permintaan 
pembayaran berdasarkan dokumen penggunaan anggaran untuk 
penyelesaian rekening belanja. 
g. menyusun rencana keuangan berdasarkan penggunaan anggaran 
sebagai bahan laporan perhitungan. 
h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk  
kelancaran tugas dinas. 
6. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non formal 
Tugas: melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi pelaksanaan 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan non formal. 
Fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) dan pendidikan non formal 
b. pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD). 
c. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh 
kepala dinas. 
7.  Bidang pendidikan sekolah dasar (SD) 
Tugas: pelaksanaan kebijakan dan pembinaaan dibidang pendidikan sekolah 
dasar  
 
Fungsi: 
a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi 
pelaksanaan tugas-tugas pada pendidikan dasar. 
b. perumusan kebijakan dibidang kurikulum, peserta didik, dan tata 
kelola pendidikan dasar. 
c. perumusan kebijakan pembinaan peningkatan kualitas pendidikan 
karakter peserta didik. 
d. pelaksana fasilitas sumber daya, pemberi ijin, dan penjaminan 
mutu pendidikan dasar. 
e. penyusun, pelaksanaan pengadaan kebutuhan sarana prasarana dan  
pengelolaan asset sekolah dasar . 
f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh 
kepala dinas. 
8.  Bidang pembinaan sekolah menengah pertama (SMP)  
Tugas: mengkoordinasikan perumusan kebijakan, penyusunan rencana 
kinerja, pelaksanaan mengevaluasi kegiatan dan tugas-tugas di 
bidang sekolah menengah  pertama. 
Fungsi: 
a. mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan bidang sekolah 
menengah pertama. 
b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang 
sekolah menengah pertama. 
c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan 
sekolah menengah pertama berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar pembinaan dan pengembangan 
pendidikan sekolah menengah pertama dapat tertingkatkan. 
d. melaksanakan penyusunan dan penerapan norma, standar, 
pedoman, dan petunjuk operasional dibidang pendidikan sekolah 
menengah pertama. 
e. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan 
oleh kepala dinas. 
9.  Bidang guru dan tenaga kependidikan 
Tugas: melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan pembinaan guru dan tenaga kependidikan 
pada pendidikan anak usia dini/pendidikan non formal, sekolah 
dasar, dan sekolah menengah pertama. 
Fungsi:  
a. penyusunan kebijakan teknis, peencanaan program kerja dan 
evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada bidang guru dan tenaga 
kependidikan. 
b. pelaksanaan pembinaan guru dan tenaga kependidikan 
pendidikan Anak usia dini/pendidikan non formal, sekolah dasar, 
dan sekolah menengah pertama. 
c. pelaksanaan koordinasi pengadaan dan mutasi pegawai dan 
penetapan angka kredit tenaga fungsional serta pelaksanaan 
pengurusan administrasi kepegawaian guru dan tenaga 
kependidikan. 
d. penyusunan daftar urut kepangkatan dan pemberian dan 
pelayanan teknis kepegawaian. 
e. pelaksanaan pembinaan profesionalisme dan karier guru 
f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dilingkup 
bidang guru dan tenaga kependidikan. 
g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan 
oleh kepala dinas. 
10.  Jabatan fungsional 
 Tugas: melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan 
keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. 
11. Unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) 
Tugas: merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan 
kegiatan teknis pendidikan. 
Fungsi: 
a. melakukan perhitungan kebutuhan guru dan konsep analisa 
untuk pemerataan guru di masing-masing wilayah berdasarkan 
data dan perhitungan kebutuhan guru. 
b. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
kegiatan pengembangan kurikulum, bahan ajar, metode 
pembelajaran, dan penilaian pada bidang pendidikan, 
c. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan 
kegiatan lonba akademik dan non akademik siswa, 
d. pengkoordinasian dan pembinaan, penyelenggara serta 
pengelolaan administrasi UPTD. 
e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada dinas melalui sekretaris 
dinas. 
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas. 
2. Peran Dinas Pendidikan  
Pada umumnya peran dapat diartikan sesuatu yang menjadi bagian 
atau pemegang kedudukan yang utama dalam terjadinya suatu hal, kegiatan 
atau pemegang kekuatan yang utama dalam terjadinya sesuatu hal. Kegiatan 
atau peristiwa dalam kehidupan kemasyarakatan berdasarkan norma atau 
peraturan tertentu.
8
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Menurut Gibson Ivancevich dan Donelly, peran adalah seseorang yang 
harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya organisasi dan 
beberapa dari bagian lingkungan.
9
 
Sedangkan menurut Soekanto, peran merupakan aspek yang dinamis 
dalam kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu 
peranan.
10
 
Apabila dikaitkan peran Dinas pendidikan itu merupakan aspek 
dinamis dalam menjalankan tugas, hak, dan  kewajiban sesuai dengan 
kedudukan sebagai bagian atau perangkat dari pemerintah yang mengurusi 
bidang pendidikan yang aktif dan berpartisipasif dalam memberikaan 
sumbangan yang berguna dengan tujuan meningkatkan sumber daya manusia 
yang berkualitas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
11
 
Pemimpin adalah imam yang patut diteladani. Seorang pemimpin atau imam 
harus mampu menjalankan amanah yang dibebannya. Ia harus mampu dan mau 
menjadi pelayan masyarakat, karena pemimpin  itu adalah pelayan masyarakat, bukan 
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masyarakat melayani pemimpin. Di dalam sebuah hadits menjelaskan dalam kitab Al-
lu’lu wa al Marjan yang berbunyi : 
 َِ ِضَرَه ِىف ٍراََسي َيْب ََلقْعَه َداَع ٍدَايِز ِيْب ِالله َذَْيبُع ََّىأ ِيَسَحْلا ِيَع ٍراََسي ِيْب َِلقْعَه ُثْيِذَح
 لٌَلقْعَه ََُل َاَاَقف  َِ ِْيف َااَه  ْ َِّلا : َِ َْيلَع ُالله ىَّلَص ِالله ِاْوُسَر ْيِه َُُتْعِوَس ًاثْيِذَح َُكث ِّذَحُه ْيًِِّإ
 ُاُْوَقي َنَّلَس َ َِ َْيلَع ُالله ىَّلَص َِّيبٌَّلا  ُْعِوَس َنَّلَس َ : َْنَلف ًةَّيِعَر ُالله ٍُاَعَْرتِْسا ٍذْبَع ْيِه ْيَه
 ِةٌَّ َْلا َةَِحااَر ْذ َِي َْنل َّ ِإ ٍةَحْي ٌَِِب َا  َُْحي .( ىف  راخبلا َجرخأ92-ماكحلأا باتك :
ح ٌي نلف ةيعر ىعرتسا يه باب) .
Artinya: 
“Al-Hasan berkata, Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma’qal bin Yasar ra., 
ketika ia sakit yang menyebabkan kematiannya, maka Ma’qal berkata kepada 
Ubaidillah bin Ziyad, “Aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadits 
yang telah dengar dari Rasulullah saw., aku telah mendengar Nabi saw. 
bersabda, “Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah lalu ia 
tidak memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan 
padanya harumnya surga (melainkan tidak mendapat bau surga)”.12 
 
 Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab “Hukum-hukum” bab “Orang 
yang diberi amanat kepemimpinan. Hadits yang disampaikan Ma’qil bin Yasir ini 
menginformasikan pada kita bahwa Nabi saw telah menegaskan orang yang 
memegang suatu jabatan, berarti jadi pelayan masyarakat. Bila dalam tugas melayani 
masyarakat yang berhubungan dengan jabatan tersebut tidak dilaksanakan 
sebagaimana mestinya (tidak profesional), sehingga masyarakat merasa dirugikan, 
atau dizalimi, berarti zalim/khianat sesama manusia. Oleh karena itu, hukuman bagi 
orang tersebut menurut Rasulullah adalah penghuni neraka. Bahwa setiap seorang 
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pemimpin yang sehat akalnya, otomatis pemimpin/pengembala/pemelihara. Justru itu 
wajib menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Melaksanakan 
pelayanan baik terhadap apa yang telah dipimpinnya merupakan tuntunan ajaran 
Islam, sebab jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan ancaman dan siksaan Allah 
swt. 
3. Kinerja pegawai  
Kinerja merupakan istilah yang berasal dari kata job performance atau 
actual performance (prestasi kerja atau sesunggungnya yang dicapai 
seseorang). Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara 
keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibanding 
dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran 
atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan telah disepakati  
bersama. Kinerja tersebut dapat ditinjau dari beberapa dimensi yaitu; 
a. Sebagai keluaran (output) yaitu melihat apa yang dihasikan; 
b. Adalah prosesnya yaitu prosedur-prosedur yang telah ditempuh dari 
seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugasnya; 
c. Adalah aspek konstektual yaitu penilaian kerja yang dilihat dari 
kemampuannya.
13
 
Kinerja seseorang pegawai akan baik jika pegawai mempunyai 
keahlian yang tinggi, keahlian untuk bekerja, adanya imbalan dan upah yang 
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layak dan mempunyai harapan masa depan. Menurut viethzal kinerja adalah 
suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau 
pekerjaan seseorang sepatutunya memiliki derajat kesediaan dan tingkat 
kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah cukup 
efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa 
yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merupakan 
pelaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi  kerja yang 
dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Kinerja 
pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya organisasi 
untuk mencapai tujuannya.
14
  
Dalam pelaksanaannya setiap organisasi perlu  melakukan penilaian 
kinerja pegawai. Pelaksanaan kinerja berhubungan dengan tujuan dari 
organisasi, misalnya untuk menetapkan kebijakan, gaji pegawai, 
mengevaluasi hasil kerja yang telah diselesaikan dalam periode tertentu, 
promosi jabatan atau untuk memenuhi keperluan lain. Menurut Anwar Prabu 
Mangkunegara, kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 
oleh seseorang pagawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Menurut Istiningsih, kinerja adalah 
hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan 
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standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja dua perangkat faktor yaitu 
kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.
15
 
4. Sumber Daya Manusia 
Upaya meningkatkan sumber daya manusia ini dapat diarahkan kepada 
dua aspek tersebut. Untuk meningkatkan kualitas fisik misalnya dengan 
mengupayakan melalui program-program kesehatan gizi, sedangkan untuk 
meningkatkan kualitas atau kemampuan non fisik maka upaya yang dilakukan 
adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. Dan ini semua 
adalah usaha meningkatkan kualitas dinas pendidikan. 
Menurut Hadari Nawawi, sumber daya manusia meliputi 3 pengertian: 
a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu 
organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja pegawai atau karyawan. 
b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak 
organisasi dalam mewujudkan eksetensinya. 
c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi 
sebagai  modal (nonmaterial/non financial).
16
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Menurut Sondang P. Siagian mengatakan bahwa sumber daya manusia 
merupakan aspek terpenting yang dimiliki oleh suatu Negara dari keseluruhan 
proses suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Kemudian Melayu Hasibuan 
mengatakan sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya fikir 
dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku yang sifatnya ditentukan oleh 
keturunan dan lingkungan sedangkan prestasi kerja dimotivasi oleh keinginan 
untuk memenuhi kepuasannya.
17
 
Jadi, dapat di simpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan 
orang atau manusia dilingkungan organisasi yakni pegawai, karyawan dan 
tenaga kerja yang memiliki kemauan untuk menyumbangkan hal-hal yang 
berguna demi tercapainya tujuan organisasi. 
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk membangun sumber 
daya manusia yang berkualitas tinggi yang berarti bahwa kualitas sumber daya 
manusia terbagi menjadi dua aspek yaitu, aspek fisik dan aspek non fisik yang 
menyangkut kemampuan bekerja, berfikir,  dan keterampilan-keterampilan lainnya. 
Menurut Supriadi peningkatan atau pengembangan kualitas sumber 
daya manusia adalah suatu hal yang dinilai berdasarkan kualitas pendidikan, 
sehingga pendidikan dapat memainkan perannya maka harus terikat dengan 
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dunia kerja, yang berarti bahwa lulusan pendidikan semestinya memiliki 
kemampuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan dunia kerja.
18
 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan sumber daya manusia 
merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterampilan atau 
kemampuan dalam melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam 
kemasyarakatan. Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi dinas pendidikan 
yang merupakan selaku perpanjangan tangan dari pemerintah yang 
memberikan peranannya sebagaimana mestinya guna tercapainya sumber 
daya manusia tersebut melalui berbagai yakni dari segi kualitas dan 
kuantitasnya mengcangkup peningkatan tugas dan fungsinya sebagai dinas 
pendidikan. 
6. Pembagian Kerja  
Tugas/fungsi-fungsi hendak di golongkan menjadi kelompok-
kelompok tugas pekerja yang bulat. Jadi harus ada pembagian kerja kedalam 
unit-unit kerja. Dengan demikian tiap orang mengetahui fungsi yang harus 
dilakukannya dan apa yang diharapkan dari dirinya. Dalam hubungan dengan 
ini Nabawi menegaskan: “pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan 
pembagian kerja”. Dimana dijelaskan oleh Nawawi sebagai berikut:  
“pengelompokkan beban tugas yang sejenis harus dihubungkan dengan 
volume kerja dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Di samping itu setiap 
satuan kerja beban kerjanya harus dijabarkan menjadi aktivitas yang jelas 
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jenis dan sifat serta batasan-batasannya. Jumlah aktivitas, sifat dan batas-
batasannya sebagai beban kerja setiap satuan kerja harus sebanding, dengan 
bobot yang satu atau tidak terlalu berbeda terutama bagi yang sama 
tingkatannya.
19
 
 
Perincian jenis, sifat, dan batas-batas aktivitas yang jelas dapat 
dituangkan di dalam  job description satuan kerja masing-masing. Perincian 
yang jelas akan mempermudah penempatan personil, karena memungkinkan 
penempatannya disesuaikan antara tuntutan beban kerja dan kemampuan, 
pendidikan dan keahlian serta pengalaman kerja masing-masing. 
Disamping itu perincian aktivitas yang jelas dapat menghindari beban 
kerja yang bertumpah tindih (overlapping) antara satu satuan kerja denagn 
satuan kerja yang lain. Demikian pula akan dapat menghindari kemungkinan 
adanya beban kerja atau aktivitas sekecil apapaun juga yang terlupakan 
sehingga tidak termasuk kedalam salah satu kerja yang ada, yang akibatnya 
tidak ada unit atau personil yang merasa bertanggungjawab 
melaksanakannya”.20 
Sekalipun demikian Nawawi menegaskan pula bahwa 
pengelompokkan satuan kerja tidak bermaksud memecah aktifitas ke dalam 
kotak-kotak yang tidak berhubungan satu sama lainnya, tapi setiap satuan 
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kerja harus saling menunjang dari saling mengisi sehingga sebagai satu 
kesatuan merupakan total sistem.  
Mengenai pentingnya pembagian kerja dalam organisasi, Gullick 
menegaskan: 
a. Kerena orang berbeda dalam pembawaan, kemampuan serta kecakapan, dan akan 
lebih berhasil lagi apabila melakukan tugasnya melalui spesialisasi 
b. Karena orang yang sama tidak mungkin berada didua tempat pada saat yang sama 
c. Karena seseorang tidak dapat melakukan dua hal pada saat yang sama 
d. Karena bidang pengetahuan dan keahlian begitu luas sehingga dalam rentang 
hidupnya seseorang tidak mungkin menguasai lebih banyak dari pada sebagian 
kecil daripadanya.  
Didamping itu, pembagian kerja juga penting karena dengan  
pembagian kerja batas-batas wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab akan 
menjadi jelas, sehingga kekacauan, konflik kewenangan kekuasaan, tumpah-
tindih atau kecenderungan menghindari tanggungjawab dapat dihindari.
21
 
7. Pelimpahan Wewenang 
Pembagian tugas pekerjaan haruslah diikuti dengan pelimpahan 
kekuasaan/wewenang. Seseorang yang diserahi tugas tertentu mempunyai 
tanggungjawab penuh atas pekerjaan tersebut. Tanggungjawab hanya dapat 
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dilakukan dengan sebaik-baiknya apabila yang bersangkutan mempunyai 
kewenangan untuk memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan 
tugasnya tersebut. 
Wewenang dapat dirumuskan sebagai “hak suatu unit atau satu satuan 
kerja atau seseorang untuk melakukan tindakan agar tugas atau pekerja  
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab”. Dalam realisasinya hak di atas  
disalurkan melalui pejabat yang dipercayakan untuk memimpin unit kerja 
tertentu, yang terbatas mengenai bidang kerja masing-masing. Sedangkan 
pelimpahan mengacu pada pengertian penyerahan atau pemberian. 
Dari pengetian diatas maka pelimpahan wewenang adalah 
“penyerahan sebagai hak yang seharusnya dilakukan oleh seorang pejabat atas 
kepada pejabat bawahan”. Sedangkan T. Hani Handoko merumuskan sebagai, 
“proses dimana para manejer mengalokasikan wewenang kebawah kepada  
orang-orang yang melapor kepadanya”. Dalam rumusan yang lain 
pendelegasian wewenang dapat disebutkan sebagai “penyerahan sebagian hak 
untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan tanggungjawabnya 
dapat dilaksanakan dengan baik dari pejabat yang satu kepada yang lain”.22 
Dalam proses pendelegasian wewenang ada empat kegiatan yang 
berlangsung masing-masing; 
a. Pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahannya; 
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b. Pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau 
tugas; 
c. Penerima delegasi, baik implisit atau eksplisit, menimbulkan kewajiban atau 
tanggung jawab; 
d. Pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang 
dicapai. 
Alasan-alasan dilakukannya pelimpahan wewenang antara lain karena 
lewat cara ini memungkinkan manejer dapat mencapai hasil yang lebih baik 
dibandingkan dengan apabila mereka menangani setiap tugas sendiri juga 
merupakan proses yang diperlukan agar organisasi berfungsi lebih efisien. 
Disamping itu memungkinkan menejer memusat tenaga pada tugas-tugas 
prioritas yang lebih penting, sedangkan bawahan dapat tumbuh dan 
berkembang, pendelegasian wewenang pun diperlukan karena manejer tidak 
selalu memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. 
Alasan-alasan diatas sekaligus menunjukkan pada manfaat dari ada 
pendelegasian wewenang. 
Dalam hubungannya dengan ini Strauss dan Sayles menyatakan, 
”pendelegasian sesunggunya merupakan suatu bentuk pembagian pekerjaan 
karena cara ini memberikan kepada setiap bawahan rasa kebebasan pribadi 
dan hak untuk melaksanakan kendali atass lingkungan kerjanya sendiri. Jadi 
cara ini berusa untuk memberikan motivasi intern”.23 
Manfaat selanjutnya dari pendelegasi wewenang sebagai berikut; 
a. Dengan pelimpahan wewenang pimpinan dapat melakukan tugas yang pokok-
pokok saja; 
b. Dengan pelimpahan wewenang tiap pejabat dari pujuk pimpina sampai pejabat 
yang berkedudukan paling rendah, telah memiliki wewenang tertentu dalan 
bidang tugasnya sehingga merekapun memiliki wewenang untuk membuat 
keputusan-keputusan yang menyangkut bidang tugasnya. Dengan demikian 
keputusan dapat dibuat lebih cepat karena tidak perlu harus menunggu pihak 
atasan; 
c. Tiap-tiap pekerjaan dapat diselesaikan pada jenjang yang tepat; 
d. Inisiatif dan rasa tangggungjawab dapat diperbesar. Pejabat yang meliliki 
wewenang tertentu terdorong untuk menemukan sesuatu yang lebih baik untuk 
kemajuan organisasi; 
e.  Pelimpahan wewenang dapat merupakan latihan bagi para pejabat apabila kelak 
menduduki jabatan yang lebih tinggi. 
24
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Dari keseluruhan penguraian yang telah disampaikan terlihat dengan 
jelas bahwa asas pendelegasian wewenang merupakan suatu keharusan yang 
mesti dipahami dan dijalankan dalam organisasi agar dapat berkembang 
dengan sebaik-baiknya. 
8. Pengertian Maqashid Syari’ah 
Secara bahasa , maqashid syari’ah terdiri dari dua kata yakni, 
maqashid dan syari’ah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqashid yang 
berarti kesengajaan atau tujuan, syari’ah berarti jalan menuju sumber air, atau 
bisa dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Sedangkan 
secara termologi, ada beberapa pengertian tentang maqashid syari’ah yang 
dikemukakan oleh ulama terdahulu antara lain; 
Menurut Al-Imam al-Ghazali maqashid syari’ah yaitu penjagaan 
terhadap maksud dan tujuan syariah (dien, nafs, qal, dan maal) sebagai upaya 
mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan 
mendorong terjadinya kesejahteraan.
25
 
Menurut Al-Imam al-Syathibi Maqashid syari’ah merupakan tujuan 
syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum, Maqashid terbagi 
menjadi dua; yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat 
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Syari’ah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf. Sedangkan menurut 
Ahmad al-Rasyuni Maqashid syari’ah merupakan tujuan-tujuan yang telah 
ditetapkan oleh syariah untuk dicapai demi kemaslahatan manusia.
26
 
Adapun dasar Maqashid Syari’ah yaitu ada dalam (Q.S. Al-jatsyiah 
(45): 18) :  
                              
Terjemahnya: 
“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari 
urusan (agama itu), Maka itulah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 
nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.27 
 
Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di 
dunia dan di akhirat, para ahli ushul fikih meneliti dan menetapkan ada lima 
unsur pokok yang harus diperhatikan. Adapun lima unsur pokok tersebut 
adalah (hifzh ad dien, hifzh an-nafs, hifzh an-nasl dan hifzh al-maal) yang 
bersumber dari Al-Qur’an dan merupakan tujuan syariah (maqashid 
syaria’ah). 
Para ulama mengemukakan, bahwa ada tiga macam tujuan syariah 
atau tingkatan maqashid yaitu: 
                                                          
26
Abdul Kadirdan Ika Yunia, Prinsip Dasar Ekonomi Ilsam Persfektif Maqashid Al-Syari’ah, 
(Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2014), h. 42 
27
Kementrian Agama  RI,  Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bogor : Unit Percetakan Al-Quran 
(UPQ) di Ciawi, 2017),  h.500 
a. Maqashid ai-dharuriyat (inti/pokok), kemaslahatan maqashid syari’ah 
yang berada dalam urutan paling atas. Asy-syatibi mengemukakan untuk memelihara 
al-umurdh-dharuriyat dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi sendi 
eksitensi kehidupan manusia yang harus ada kemaslahatan pada mereka. Yaitu semua 
syariat yang tercakup dalam lima hal, al-kulliyat al-khams. 
Hukum-hukum untuk memelihara al-umurdh-dharuriyat yaitu: 
1) Hifzh al-dien (perlindungan terhadap agama) 
2) Hifzh al-nafs (perindungan terhadap  jiwa) 
3) Hifzh al-aql (perlindungan terhadap akal) 
4) Hifzh al-maal (perindungan terhadap harta) 
5) Hifzh al-nasl wa al-ird (perlindungan terhadap kehormatan dan 
keturunan 
b. Maqashid al-hajjat, untuk memenuhi dalam kehidupan manusia untuk 
menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Sesuatu yang dibutuhkan 
manusia untuk mempermudahkan mencapai kepentingan-kepentingan jika tidak ada 
akan terjadi ketidak sempurnaan. Prinsip utama dalam mewujudkan hal-hal yang 
hajiyat ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan 
memudahkan manusia bermuamalat dan tukar menukar manfaat.
28
 
c. Maqashid al-Tahsiniyat yaitu tindakan dan sifat yang harus dijauhi oleh 
akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh 
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kepribadian yang kuat. Hal-hal yang tahsini bagi manusia yang pada hakikatnya 
kembali kepada prinsip memperbaiki keadaan manusia menjadi suatu dengan 
muru’ah (hakikat diri) dan akhlak mulia. Dalam bidang ibadah misalnya, disyariatkan 
berhias dan berpakaian bersih serta bagus ketika pergi ke mesjid, bersedekah dan 
lain-lain. 
 
H.  Kerangka Fikir 
Di dalam Peraturan Daerah Luwu Utara No.4 Tahun 2012 Bab III 
tentang Dinas Pendidikan pada bagian satu  pasal 3 dikatakan bahwa Dinas 
Pendidikan mempunyai tugas  melaksanakan sebagian kewenangan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang 
pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan 
perundang-undangan. Pada pasal 4 membahas masalah penyelenggaraan tugas 
pegawai dinas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dan pada 
pasal 5 dalam pelaksaanaan tugas dan fungsinya mambahas susunan 
organisasi dinas pendidikan. Bupati memisahkan  tugas dan fungsi tersebut 
melalui peraturan yang dibuat dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 Bab III Tentang Dinas Pendidikan. Dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi di perlukan koordinasi dan komunikasi yang 
baik agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, selain itu, 
diperlukan juga evaluasi yang terprogram agar pimpinan mengetahui sejauh 
mana kinerja pegawainya.    
Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu wilayah yang tentunya 
memiliki suatu organisasi dinas pendidikan. Untuk kelancaran kerja suatu 
organisasi diperlukan adanya implementasi tugas dan fungsi dinas pendidikan.  
Namun perlu diketahui tugas dan fungsi Dinas Pendidikan di Kabupaten 
Luwu Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 
Tahun 2012 Bab III Tentang Dinas Pendidikan serta dapat mengetahui apa 
yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan tugas dan 
fungsi dinas pendidikan di Kabupaten Luwu Utara dan dapat dikaitkan dengan 
tinjauan hukum islam (Maqashid al-Syariah). Kerangka fikir di jabarkan 
dalam bentuk skema sebagai berikut; 
 
 
  
 
         
 
Gambar  2.1 kerang fikir 
 
 
 
Tugas Dan Fungsi Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Luwu Utara 
Maqashid al-Syariah 
Faktor 
Pendukung Dan 
Penghambat 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 
Utara No.4 Tahun 2012 Bab III Tentang 
Dinas Pendidikan 
Hasil Penelitian 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
a. Pendekatan penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan 
berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelah teori-teori, konsep-konsep, 
asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan penelitian. 
Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan 
mempelajari buku-buku, peraturan-perundang-undangan dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan penelitian. 
b. Pendekatan penelitian yuridis formal adalah dilakukan dengan melihat 
kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan 
pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.  
c. Pendekatan penelitian sosiologis yakni dengan cara memahami objek 
permasalahan yang melalui sumber atau rujukan yang ada yang berupa interaksi 
sosial yang terjadi di lapangan dengan menekankan penelitian yang bertujuan 
memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke 
objeknya.  
2. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, yaitu 
penelitian yang berupaya menghimpun data, mengelola data, menganalisa 
data secara kualitatif dan menafsirkannya secara kualitatif. Kualitatif 
bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap 
kenyataan sosial dari persfektif pertisipen (responden). Pemahaman tersebut 
tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisa 
terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian 
ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-
kenyataan tersebut.
29
 
 
B.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara 
Jl. Simpurusiang no.27 Kantor Gabungan Dinas Gedung E lantai 2 Masamba 
Kabupaten Luwu Utara. Pemilihan lokasi penelitian tersebut diharapkan dapat 
memberikan kontribusi positif terhadap pegawai di Dinas Pendidikan 
Kabupaten Luwu Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai 
pegawai dinas pendidikan. 
 
C. Jenis dan Sumber Data 
a. Data primer adalah data yang bersifat empirik yang diperoleh langsung dari 
sumber-sumber primer, yakni sumber asli yang memuat informasi atau data yang 
relevan dengan penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara 
atau interview kepada kepala dinas serta pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini 
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b. Data sekunder adalah data pendukung, data ini merupakan data pelengkap 
yang nantinya secara tegas dikolerasi dengan data primer, antara lain dalam wujud 
buku, jurnal, majalah. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari sumber 
kepustakan, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, tafsir, peraturan daerah (seperti 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 Bab III Tentang 
Dinas Pendidikan). 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah: 
1. Observasi 
Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan 
yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Observasi dilakukan sebelum 
penelitian dilaksanakan dan dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten 
Luwu Utara. 
2. Wawancara  
Wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui 
dialog dan Tanya jawab secara lisan dengan pihak terkait yang dianggap perlu 
atau yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti dengan berpedoman 
pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.  
Pada penelitian ini pihak yang akan di wawancarai ialah pegawai-
pegawai dinas pendidikan kabupaten luwu utara yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan pengelolaan arsip yang 
dapat memberikan data lebih yang lengkap berupa pengumpulan dokumen, 
petunjuk pelaksanaan, kebijakan dokumentasi foto-foto, dan lain-lain yang 
berhubungan dengan program kerja lembaga. 
 
E. Teknik Pengolaan Dan Analisis Data 
a.  Pengelolaan Data 
Pengelolaan data dilakukan secara induktif, yaitu metode yang 
berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi di Kabupaten Luwu 
Utara. Metode ini digunakan untuk memahami kasus-kasus tentang tugas dan 
fungsi dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Luwu Utara, kemudian di 
tarik kesimpulan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang 
pembahasan topik yang diteliti. 
b. Analisis Data 
Analisis data adalah penelitian yang besifat pembahasan mendalam 
terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, dapat 
digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, 
berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. 
Aktivitas analisis data diterapkan pada penelitian Analisis tugas dan 
fungsi dinas pendidikan dalam urusan pemerintahan daerah ini untuk 
mendapatkan hasil data yang objektif dan sesuai dengan fakta serta fenomena 
yang ada di lapangan. Seluruh data hasil wawancara, observasi, dan studi 
dokumen akan direduksi yaitu dirangkum lalu dipilih data yang sesuai dengan 
fokus penelitian. Setelah itu, data disajikan dalam uraian singkat, bagan, 
hubungan antar kategori, dan sejenisnya jika diperlukan. Proses terakhir ialah 
menganalisis hasil penyajian data dan menarik kesimpulan data tentang tugas 
dan fungsi dinas pendidikan di Kabupaten Luwu Utara. 
Data yang sudah diverifikasi dan dianalisis diambil kesimpulannya 
dengan menggunakan teknik sebagai berikut : 
1. Teknik induktif, yaitu suatu bentuk pengolaan data yang berawal fakta-
fakta yang bersifat khusus (spesifik) kemudian menarik kesimpulan yang 
bersifat umum (universal). 
2. Teknik deduktif, yaitu suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat 
umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.  
3. Teknik komperatif, yaitu penganalisa data dengan cara mengadakan 
perbandingan dari data atau pendapat para ahli tentang masalah yang 
berhubungan dengan pembahasan dan kemudian menarik kesimpulan. 
 
 
 
 
 
   BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN 
 
A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan 
1. Latar Belakang Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara 
Dinas pendidikan merupakan instansi pendidikan yang bertugas 
melaksanakan urusan pemerintah daerah pada bidang pendidikan. Dinas Pendidikan 
Luwu Utara dalam pembentukannya telah mengalami beberapa kali perubahan nama. 
Hal ini dimasukkan agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas 
Pendidikan Kabupaten Luwu Utara dapat bekerja secara optimal. Adapun perubahan 
nama Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut; 
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 
3 juli 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Luwu Utara  dengan nama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Luwu 
Utara. 
b. Dinas Pendidikan, Kebudayaan Dan Pariwisata berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan 
Oarganisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Luwu Utara. 
c. Dinas Pendidikan, Olahraga Dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara melalui 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara. 
d. Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara melalui Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata 
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara. 
2. Visi Dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara 
Dinas Pendidikan Kebupaten Luwu Utara terdapat beberapa visi dan misi 
yang digunakan sebagai acuan program kerja pegawai, adalah sebagai berikut: 
Visi 
“Mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berbudaya, inovatif, mandiri dan 
regilius ditunjang dengan fisik yang prima” 
Misi 
a. Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan 
b. Mewujudkan perluasan akses dan pemerataan kesempatan memperoleh 
pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan 
c. Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan relevansi berwawasan iman dan 
takwa 
d. Mengembangkan dan memanfaatkan ICT 
e. Memberi pelayanan membentuk fisik  yang prima 
Visi misi tersebut sangat penting dan dan harus di perhatikan oleh semua 
pegawai khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara, karena visi dan misi 
merupakan suatu arahan lembaga yang harus diwujudkan sesuai dengan program-
program kerja yang telah direncanakan kepala dinas pendidikan bagi setiap pegawai. 
3. Struktur Organisasi  
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten 
Luwu Utara dipimpin oleh seorang kepala dinas serta didukung oleh struktur 
organisasi yang dijabarkan dalam uraian sebagai berikut: 
a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, yang terdiri atas: 
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 
3) Sub Bagian Keuangan. 
c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non 
Formal, yang terdiri atas : 
1) Seksi Pembinaan Kelembagaan PAUD/PNF; 
2) Seksi Kurikulum dan Pembinaan Peserta Didik PAUD/PNF; 
3) Seksi Sarana dan Prasarana PAUD/PNF. 
d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD), yang terdiri atas : 
1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Sekolah Dasar; 
2) Seksi Kurikulum dan Pembinaan Peserta Didik Sekolah Dasar; 
3) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. 
e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang terdiri 
atas: 
1) Seksi Pembinaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama; 
2) Seksi Kurikulum dan Pembinaan Peserta Didik Sekolah Menengah 
Pertama; 
3) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama. 
f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, yang terdiri atas : 
1) Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan PAUD/PNF; 
2) Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; 
3) Seksi Pembinaan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sekolah 
Menengah Pertama 
g. Jabatan Fungsional 
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).30 
Untuk lebih jelasnya, struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara tahun 
2017 dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini: 
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   Gambar 4.1 Struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 
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B. Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Di Kabupaten Luwu Utara 
Menurut Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No.4 Tahun 
2012 Pada Bab III  Tentang Dinas Pendidikan  
 
Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu daerah yang mempunyai 
kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri dalam hal ini melaksanakan  otonomi 
daerah yang pucuk pemerintah dipimpin oleh Bupati. Dalam pelaksanaan 
kewenangannya di bidang pendidikan, dilimpahkan kepada Dinas Pendidikan. 
Dalam menyelenggarakan tugas kelembagaan, Dinas Pendidikan Kabupaten 
Luwu Utara mempunyai tugas pokok dibidang pendidikan sebagaimana yang 
tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 
Bab III Bagian Kesatu Pasal 3 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dinas Pendidikan 
Kabupaten Luwu Utara. Adapun tugas pokok yang dimaksud adalah Melaksanakan 
sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara 
berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendidikan yang menjadi 
tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan  Kabupaten 
Luwu Utara mempunyai fungsi sebagai berikut: 
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, 
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
pendidikan, 
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan 
kewenangannya, 
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, 
kepegawaian, perlengkapan dan peralatan, 
5. Pengelolaan unit pelaksaan teknis dinas; dan 
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Luwu Utara sesuai 
dengan tugas dan fungsinya
31
. 
Pelaksananan fungsi dinas pendidikan  di bidang pendidikan Kabupaten Luwu 
Utara berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara. 
Dalam penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Utara Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara 
menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara khususnya mengenai tugas dan 
fungsi dinas pendidikan, dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pembinaan terhadap 
penyelenggaraan pendidikan agar mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas dinas 
pendidikan sesuai dengan peraturan yang terkait. 
Perumusan kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam 
bertindak mengarahkan kegiatan dalam pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Utara Nomor 4 
Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu 
Utara.  
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Tugas Pokok Dan Fungsi 
“Menurut Jasrum, Kepala Dinas Kabupaten Luwu Utara, dalam 
wawancaranya berikut ini mengatakan bahwa”: Tugas pokok dinas pendidikan yaitu  
merumuskan kebijakan terkait kebijakan apa yang perlu mendasari pelaksanaan 
pendidikan yang ada di Kabupaten Luwu Utara sesuai dengan perundang-undangan 
sebagai acuan pelaksanaan sehingga diipmlementasikan kesekolah-sekolah. Salah 
satu kebijakan yang diipmlementasikan kesekolah-sekolah yang dijadikan sebuah 
tuntutan untuk penyelenggaraan pemerintah khususnya dibidang pendidikan untuk 
mengsukseskan visi dan misi yang telah dirumuskan.
32
 
 
Dalam hal pencapaian suatu tujuan diperlukan suatu perencanaan dalam 
tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya secara umum bisa dikatakan bahwa visi 
dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai 
dengan apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan.  
 “Kemudian dilanjutkan kembali oleh Jasrum bahwa”: untuk mensukseskan 
visi misi salah satu kebijakan yang diipmlementasikan yaitu mewajibkan masyarakat 
bersekolah dengan adanya kebijakan terkait dengan wajib belajar 9 tahun
33
. 
Dinas pendidikan menginginkan anak–anak yang masuk kategori usia sekolah 
di Kabupaten Luwu Utara dalam penuntasan wajib belajar pendidikan sembilan 
tahun, hal ini merupakan suatu kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan 
bakat-bakat dan keahlian anak-anak. pendidikan dasar 9 tahun diharapkan bahwa 
masyarakat Kabupaten Luwu Utara akan memiliki kemampuan untuk memahami 
dunianya, mampu menyesuaikan diri bersosialisasi dengan perubahan masyarakat dan 
jaman, mampu meningkatkan mutu kehidupan baik secara ekonomi, sosial budaya, 
politik dan biologis, serta mampu meningkatkan menjadi masyarakat yang leih maju. 
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Dalam dunia baru ini setiap orang harus memiliki potensi untuk bekerja dalam bidang 
dimanapun juga. 
Mutu pendidikan dilakukan dalam rangka meningkatkan bakat-bakat dan 
keahlian anak-anak, maka pendidikan dasar 9 tahun secara langsung berfungsi 
sebagai strategi dasar dalam upaya:  
1. Mencerdaskan kehidupan bangsa karena diperuntukan  bagi semua warga 
negara tanpa membedakan golongan, agama, suku bangsa, dan status 
sosial ekonomi, 
2. Menyiapkan tenaga kerja industri masa depan melalui pengembangan 
kemampuan dan keterampilan dasar belajar, serta data menunjang 
terciptanya pemerataan kesempatan pendidikan kejuruan dan rofesional 
lebih lanjut, 
3. Membina penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena melalui 
wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini memungkinkan untuk data 
memperluas mekanisme seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki 
kemamuan luar biasa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. 
“Jasrum kembali menjelaskan”: terkait kebijakan yang baru ini diterapkan 
disekolah yaitu menerapkan 5 hari sekolah dan kebijakan baru ini secara otomatis 
meliburkan hari sabtu.
34
 
 
Dimana 5 hari belajar tersebut hari senin sampai jumat, sedangkan hari sabtu 
khusus SMP kurikulum 2013 (K13) lakukan kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan 
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bagi siswa yang berprestasi serta pramuka. Sekolah yang telah menerapkan 5 hari 
sekolah sudah melakukan musyawarah dengan komite dan orang tua siswa. 
“Selanjutnya Jasrum mengatakan bahwa”: tentang tugas pokok dinas 
pendidikan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Luwu 
Utara dengan memberikan pelayanan pendidikan seperti, pemberian biaya 
operasional sekolah, pembinaan manajemen, pemberian akademik, bantuan biaya 
pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, serta memberikan informasi jenis 
sekolah kepada masyarakat.
35
 
 
Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara berhak 
memberikan pelayanan-pelayanan pendidikan kemudian memantau pelaksanaan 
pendidikan sehingga terciptanya pendidikan yang berkualitas, berbudaya, inovatif, 
dan regilius ditunjang dengan fisik yang prima sesuai dengan visi misi yang telah 
digunakan sebagai acuan program kerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu 
Utara. 
“Menurut Darmiati”: pelayanan yang diberikan yang telah diberikan kepada 
masyarakat sudah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan yaitu salah satunya dengan 
adanya bantuan biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, dan memberikan 
keperluan-keperluan bagi sekolah-sekolah yangada di Kabupaten Luwu Utara.
36
 
 
Dinas Kabupaten Luwu Utara menginginkan agar pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakatnya cukup memuaskan karena islam telah mengajarkan semua hal 
yang berkaitan dengan kehidupan dalam perintah untuk saling menolong dalam 
mewujudkan kebaikan dan ketentraman sebagaimana yang dijelaskan dalam surah 
Sebagaiman yang  dijelaskan  dalam (Q.S.  Al-Ma’idah (5) : 2) : 
                                                          
35
Jasrum, Kepala Dinas Kabupaten Luwu Utara, Wawancara 30  April 2018 
36
Darmiati, Pegawai Honorer Dinas Kabupaten Luwu Utara, Wawancara 26 April 2018 
  …..                       ….. 
Terjemahnya: 
” …Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan 
janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan….37 
 
“Dilanjutkan kembali oleh jasrum dalam wawancara mengatakan bahwa”: 
dinas pendidikan memiliki tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. 
tidak mencampuri urusan diluar dari kewenangannya agar pelaksanaan tugas dinas 
pendidikan dapat berjalan sesuai dengan yang diterapkan
38
. 
Dinas pendidikan mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan 
kewenangannya sebagai pegawai dinas pendidikan yang dilimpahkan oleh bupati 
yang tidak tertera tetapi apa saja sesuai dengan tugas program kerja dan fungsi dinas 
pendidikan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu 
Utara yang dilakukan oleh dinas pendidikan diantaranya memberikan pelayanan, 
penyuluhan, pembinaan dan pelatihan serta penyediaan sarana dan prasarana 
pendukung keadaan setiap sekolah mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah pusat mengenai sistem pendidikan.  
 “Kemudian jasrum menjelaskan”: Tugas lain dari dinas pendidikan yang ada 
di Kabupaten Luwu Utara yaitu pengelolaan administrasi, baik meliputi tata 
laksanaan, keuangan, termasuk kepegawaian dan perlengkaan di sekolah-sekolah 
yang ada di Kabupaten Luwu Utara ini, dengan melakukan perencanaan, 
pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan.
39
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Pengelolaan administrasi merupakan proses keseluruhan kegiatan bersama 
dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaporan, pengarahan, 
pengkoordinasian, pengawasan dan pembiayaan, dengan menggunakan atau 
memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, materil, maupun spritual untuk 
mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efesien. Jadi dengan lebih 
memperhatikan aspek administrasi maka diharapkan tujuan pendidikan atau target 
program pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efesien. 
Tabel 4.1  
Jumlah Sekolah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 
No Kecamatan PAUD SD SMP 
Negeri Swasta Negeri Swasta Negeri Swasta 
1 Baebunta 1 24 34 - 8 2 
2 Bone-Bone 1 9 16 - 6 - 
3 Rongkong 1 1 11 - 4 - 
4 Malangke 1 12 21 - 7 - 
5 Malangke Barat 1 18 20 - 6 - 
6 Mappedeceng 1 15 14 1 4 - 
7 Masamba 1 23 24 - 7 - 
8 Rampi 1 5 6 - 3 - 
9 Sabbang 1 20 27 - 11 - 
10 Seko 1 1 26 - 8 - 
11 Sukamaju 1 25 29 - 4 1 
12 Tanalili 1 12 17 - 2 - 
∑ 12 165 245 1 70 3 
Grand ∑ 177 246 73 
Sumber Data: Aplikasi Pendataan Paudni dan Dapodikdasmen 2017 
Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu 
Utara memerlukan sarana dan prasarana pendukung. Dinas Pendidikan Kabupaten 
Luwu Utara memiliki sekolah yang tersebar di 12 kecamatan memerlukan sarana dan 
prasarana dengan uraian sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Jumlah Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, WC Guru dan WC Siswa Jenjang SD 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 
N
o 
Kecamatan Ruang Kelas Ruang 
Perpustakaa
n 
WC Guru WC Siswa 
B RS R
B 
B RS R
B 
B RS R
B 
B RS R
B 
1 Baebunta 36 184 44 6 19 2 2 32 6 3 30 11 
2 Bone-Bone 27 76 17 3 9 0 5 16 3 4 17 4 
3 Rongkong 4 33 26 0 5 2 1 1 4 0 0 2 
4 Malangke 8 113 34 2 13 1 0 24 2 3 21 3 
5 Malangke 
Barat 
4 128 13 1 13 0 0 21 4 0 18 5 
6 Mappedeceng 16 83 8 4 10 1 6 17 4 5 14 7 
7 Masamba 20 163 16 2 19 1 0 20 3 3 19 11 
8 Rampi 0 30 6 0 5 0 0 0 0 0 4 0 
9 Sabbang 24 150 27 3 19 2 4 30 10 0 29 13 
10 Seko 5 94 46 0 6 0 1 2 3 0 2 1 
11 Sukamaju 19 159 22 2 17 5 5 32 6 2 39 6 
12 Tanalili 19 77 26 7 10 0 2 21 2 6 18 4 
∑ 18
2 
129
0 
28
5 
3
0 
14
5 
14 2
6 
21
6 
47 2
6 
21
1 
67 
Grand ∑ 1757 189 289 304 
Sumber Data: Aplikasi Pendataan Dapodikdasmen 2017 
 
 
 
 
Tabel 4.3 
Jumlah Ruang Kelas, Ruang Perpustakaan, WC Guru dan WC SiswaJenjang SMP 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 
No Kecamatan Ruang Kelas Ruang 
Perpustakaa
n 
WC Guru WC Siswa 
B RS RB B RS RB B R
S 
R
B 
B R
S 
R
B 
1 Baebunta 6 80 16 1 5 2 4 9 3 2 13 4 
2 Bone-Bone 4 61 2 0 4 0 2 6 1 0 8 4 
3 Rongkong 7 10 0 1 2 0 2 2 0 2 5 0 
4 Malangke 6 31 16 1 2 1 2 2 2 2 5 6 
5 Malangke Barat 15 33 1 1 2 1 2 4 1 2 4 1 
6 Mappedeceng 16 34 0 0 5 0 4 7 0 2 8 0 
7 Masamba 23 69 0 2 4 0 4 10 2 2 22 7 
8 Rampi 0 15 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 
9 Sabbang 16 74 4 1 9 1 0 8 2 0 8 2 
10 Seko 0 45 3 0 6 0 0 8 2 0 7 3 
11 Sukamaju 26 39 9 1 1 2 6 2 1 4 0 6 
12 Tanalili 0 30 0 0 2 0 0 4 0 0 4 0 
∑ 11
9 
52
1 
51 8 43 7 2
6 
65 14 1
6 
87 33 
Grand ∑ 691 58 105 136 
Sumber Data: Aplikasi Pendataan Dapodikdasmen 2017  
 
Tabel 4.4 
Jumlah Laboratorium Jenjang SMP Kab. Luwu Utara Tahun 2017 
N
o 
Kecamata
n 
Lab. IPA Lab. 
Bahasa 
Lab. IPS Lab. 
Komputer 
Lab. Multi 
Media 
B R
S 
R
B 
B R
S 
R
B 
B R
S 
R
B 
B R
S 
R
B 
B R
S 
R
B 
1 Baebunta 0 7 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 
2 Bone-Bone 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
3 Rongkong 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
4 Malangke 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 
5 Malangke 
Barat 
2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
6 Mappedece
ng 
0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 Masamba 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
8 Rampi 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Sabbang 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
10 Seko 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Sukamaju 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
12 Tanalil i 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
∑ 8 34 7 0 4 0 0 0 0 2 7 0 1 3 0 
Grand ∑ 49 4 0 9 4 
Sumber Data: Aplikasi Pendataan Dapodikdasmen 2017 
 
Tabel 4.5  
Jumlah Guru PAUD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 
N
o 
Kecama
tan 
PKBM TK KB Total 
P
N
S 
Hon
or 
GT
Y 
P
N
S 
Hon
or 
GT
Y 
P
N
S 
Hon
or 
GT
Y 
P
N
S 
Hon
or 
GT
Y 
1 Sabbang 0 0 0 7 30 27 0 0 0  7 30 27 
2 Baebunt
a 
0 0 0 11 19 43 0 0 0 11 19 43 
3 Malangk
e 
0 0 0 1 26 15 0 0 0 1 26 15 
4 Sukamaj
u 
0 6 1 6 33 36 0 2 0 6 41 37 
5 Bone-
Bone 
0 3 8 4 19 15 0 0 0 4 22 23 
6 Masamb
a 
0 0 0 24 13 46 0 1 0 24 14 46 
7 Rongkon
g 
0 0 0 4 2 0 0 0 0 4 2 0 
8 Mappede
ceng 
0 8 0 7 13 27 0 0 0 7 21 27 
9 Seko 0 1 0 2 5 0 0 0 0 2 6 0 
1
0 
Rampi 0 0 8 1 9 1 0 0 0 1 9 9 
1
1 
Malangk
e Barat 
0 11 0 5 8 44 0 0 0 5 19 44 
1
2 
Tanalili 0 4 2 0 22 25 0 0 0 0 26 27 
∑ 0 33 19 72 199 27
9 
0 3 0 72 235 29
8 
Grand ∑ 52 550 3 605 
Sumber Data: Aplikasi Pendataan DapodikPAUD Tahun 2017 
Tabel 4.6 
Jumlah Guru Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 
No Kecamatan PNS HONORER GTY ∑ 
L P L P L P L P 
1 Baebunta 68 121 41 146 0 0 109 267 
2 Bone-Bone 32 41 37 61 0 0 69 102 
3 Rongkong 18 13 22 30 0 0 40 43 
4 Malangke 17 34 19 89 0 0 36 123 
5 Malangke Barat 15 72 31 48 0 0 46 120 
6 Mappedeceng 38 56 21 38 0 0 59 94 
7 Masamba 58 134 38 105 0 0 96 239 
8 Rampi 10 4 18 31 0 0 28 35 
9 Sabbang 44 102 76 152 0 1 120 255 
10 Seko 25 29 54 54 1 0 80 83 
11 Sukamaju 38 85 37 102 0 1 75 188 
12 Tanalili 27 45 16 67 0 0 43 112 
∑ 390 736 410 923 1 2 801 1661 
Grand ∑ 1126 1333 3 2462 
Sumber Data: Aplikasi Pendataan Dapodikdasmen Tahun 2017 
 
Tabel 4.7 
Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 
No Kecamatan PNS HONORER GTY ∑ 
L P L P L P L P 
1 Baebunta 25 55 15 52 0 9 40 116 
2 Bone-Bone 21 38 16 32 0 0 37 70 
3 Rongkong 10 5 11 13 0 0 21 18 
4 Malangke 12 18 17 26 0 0 29 44 
5 Malangke Barat 7 10 16 31 0 0 23 41 
6 Mappedeceng 13 28 16 25 0 0 29 53 
7 Masamba 39 77 18 43 0 0 57 120 
8 Rampi 6 1 12 23 0 0 18 24 
9 Sabbang 32 44 15 45 0 0 47 89 
10 Seko 10 6 36 21 0 0 46 27 
11 Sukamaju 30 40 14 41 5 2 49 83 
12 Tanalili 15 13 7 15 0 0 22 28 
∑ 220 335 193 367 5 11 418 713 
Grand ∑ 555 560 16 1131 
Sumber Data: Aplikasi Pendataan Dapodikdasmen Tahun 2017 
 
Sumber daya manusia (SDM) atau dengan kata lain pegawai merupakan salah 
satu faktor yang sangat menunjang dalam keberhasilan suatu instansi. Dimana, jika 
dalam suatu instansi terdapat sumber daya manusia yang bermutu dan berkompeten 
maka kinerja dari instansi tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang 
diharapkan. Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu 
Utara sampai pada akhir tahun 2017 adalah sebanyak 57 orang Pegawai Negeri Sipil 
dan 36 orang pegawai sukarela. Dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi 
mulai dari tingkat SMP hingga tingkat Strata Dua (S2). Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini: 
Tabel 4.8 
Rekapitulasi Pegawai (PNS dan Non PNS) 
Ij
a
z
a
h 
T
e
r
a
k
h
ir 
Status Kepegawaian 
G
ra
n
d
 ∑
 
PNS 
T
o
ta
l 
N
o
n 
P
N
S 
Golongan 
I.
c 
II.
a 
II.
b 
II.
c 
II.
d 
III.
a 
III
.b 
III
.c 
III
.d 
IV
.a 
I
V.
b 
I
V.
c 
S
M
P 
2 -  -  -  - - - - - - -  - 2  - 
S
M
A 
-  5 2 2 2 - 1 - - - - - 12 1
4 
D
1 
- - - 1 - - - - - - - - 1  
D
2 
- - - - - - - - - - - - 0 - 
D
3 
- - - - - - - - - - - - 0 3 
D
4
/
S
- - - 1 - 7 9 15 3 1 - - 36 1
9 
Sumber Data: Data DUK Dinas Pendidikan Kab. Luwu Utara Tahun 2017 
”Menurut Jasrum bahwa”: Di sini tugas utama bagian perencanaan yaitu 
menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan 
pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung 
jawaban, serta laporan keuangan.
40
 
Dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara menginginkan perencanaan yang 
telah dibuat mampu mensukseskan dan mampu meninggatkan mutu pendidikan yang 
ada di kabupaten luwu utara dan dilaksanakan dengan baik. 
C. Faktor pendukung dan Penghambat Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas 
Pendidikan Di Kabupaten Luwu Utara 
 
1. Faktor pendukung 
a. Faktor koordinasi 
Koordinasi diartikan sebagai suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, 
unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling 
membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan 
sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan 
dalam suatu organisasi. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang 
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saling berhubugan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik baiknya dengan 
melakukan hubungan dengan melakukan hubungan kerja yang efektif.
41
 
”Menurut Jasrum kepala dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara 
mengatakan bahwa”: koordinasi dan hubungan kerja pada dinas pendidikan di 
Kabupaten Luwu Utara bisa dikatakan baik. Dengan koordinasi yang baik maka 
terwujudlah hubungan kerja yang baik pula dan itu yang memudahkan kami dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan atau sasaran kerja di bidang 
pendidikan. Seperti contohnya jika terjadi masalah di lapangan maka unit-unit 
pelaksana yang diberikan kewenangan untuk mengawasi langsung cepat melaporkan 
masalah yang terjadi ke dinas
42
. 
 
Kooordinasi merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi dinaspendidikan Kabupaten Luwu Utara dalam bidang pendidikan. Karena 
berdasarkan wawancara di atas, koordinasi pada Dinas Pendidikan kabupaten luwu 
utara sudah baik sehingga pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dapat berjalan 
dengan baik dalam mencapai keberhasilan pada tujuan dan sasaran yang telah 
ditentukan.  
b. Faktor kebijakan 
“Menurut Jasrum selaku kepala dinas pendidikan kabupaten luwu utara dalam 
wawancara mengatakan bahwa”: untuk mengatasi persoalan atau permasalahan di 
bidang pendidikan, kami dalam hal ini merumuskan suatu kebijakan yang dapat 
dikatakan sebagai program atau kegiatan yang diharapkan mampu mengatasi 
permasalahan tersebut. Sebagai contohnya, terdapat siswa yang kurang mampu untuk 
melanjutkan sekolah, kami memberikan dana  beasiswa. Inilah merupakan suatu 
kebijakan kami dalam melaksanakan tugas kami dalam membangun pendidikan di 
daerah Kabupaten Luwu Utara.
43
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Berdasarkan wawancara di atas, maka salah satu faktor pendukung 
pelaksanaan tugas dinas di Kabupaten Luwu Utara adalah kebijkan yang diambil oleh 
pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam 
pendidikan. Kebijakan-kebijakan yang ini dapat dilihat pada penetapan encana 
strategi dinas pendidikan di Kabupaten Luwu Utara dalam mengatasi permasalahan-
permasalahan yang dijadikan isu strategi lalu dibuatlah suatu kebijakan yang 
diharapkan mampu mengatasi masalah di bidang pendidikan. 
2. Faktor Penghambat 
Dalam  pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pendidikan luwu utara setelah 
berlakunya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 
memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas 
pendidikan Kabupaten Luwu Utara.  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan kepala 
dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara dan beberapa karyawan dinas pendidikan 
Kabupaten Luwu Utara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang 
menyebabkan tugas dan fungsi dinas pendidikan menjadi terhambat adalah sebagai 
berikut: 
a. Kesediaan tenaga pendidik (guru) yang belum merata. 
            Tenaga pendidik (guru) merupakan salah satu unsur di bidang pendidikan 
yang harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga 
profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Sementara 
di Kabupaten Luwu Utara  kesediaan tenaga pendidik merupakan suatu masalah 
tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pendidikan.  
“Menurut Jasrum, Kepala Dinas Kabuaten Luwu Utara, dalam wawancaranya 
berikut ini mengatakan bahwa” : Minimnya jumlah guru yang berada di Kabupaten 
Luwu Utara memuat setiap guru kerap mengajar tak sesuai dengan ilmu yang mereka 
miliki. Hal ini dilakukan agar setiap murid bisa merasakan semua pelajaran yang 
wajib mereka serap.
44
 
 
Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kurangnya kesediaan guru antara 
lain sebagai berikut: 
1. Guru yang sesuai bidangnya tidak memiliki jam pelajaran 
2. Masalah distribusi guru, jumlah guru yang tersedia sebenarnya melebihi dari 
jumlah yang diperlukan sekolah, terjadi ketimpangan dalam pendistrtribusian 
guru sehingga pemerataan guru jadi tidak setara.
45
  
“Hal ini dilanjutkan oleh Ririn Budiani selaku guru mengatakan bahwa”: 
Jumlah guru yang ada di sekolah belum merata, hal ini dapat dibuktikan dengan 
masih adanya guru yang mengajar tidak sesuai dengan  ilmu yang mereka miliki, dan 
banyaknya guru-guru honorer.
46
 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas, kendala yang ada di Kabupaten Luwu 
Utara terkait tenaga pendidik yang belum teratas masih terdapat di sekolah-sekolah 
dan berharap kesedian guru-guru yang ada di Luwu Utara lebih profesional dalam 
proses belajar mengajar. 
b. Infrastruktur yang tidak merata. 
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“Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara (Jasrum) mengatakan 
bahwa”: Infrastuktur pendidikan di Kabupaten Luwu Utara hingga kini belum merata 
karena terkendala anggaran yang menurun, hal ini di sebabkan karena peruntukan 
dana pendidikan bagi pemerintah daerah masih teratas untuk rehabilitasi sekolah dan 
kebutuhan untuk sarana prasarana di sekolah-sekolah masih belum memadai.
47
 
 
Infrastruktur pendidikan di Kabupaten Luwu Utara hingga kini belum merata 
karena terkendala anggaran yang menurun, sedangkan penigkatan jumlah siswa dan 
sekolah setiap tahunnya meningkat dan tidak sebanding lurus dengan kekuatan 
anggaran daerah. Pembangunan fisik diantaranya pembangunan ruang kelas, rehab 
gedung serta pengadaan meja kursi serta fasilitas sarana dan prasarana lainnya belum 
teratas disebabkan anggaran tidak cukup.    
 
D. Tinjauan Maqashid Al-syariah Terhadap Implementasi Tugas Dan Fungsi 
Dinas Pendidikan 
 
Dalam menetapkan hukum islam, metode penemuan hukum dapat dilihat dari 
dua segi pedekatan kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Di kalangan ulama 
ushul fiqh, tujuan hukum itu biasa disebut dengan maqashid ash-shari’ah, yaitu 
tujuan ash-shari dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat dipahami 
melalui penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. 
Penelusuran yang dilakukan ulama ushul fiqh tersebut menghasilkan kesimpulan, 
bahwa tujuan ash-shari’ menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (al-
mashlahah), baik di dunia maupun di akhirat. 
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Pada dasarnya inti dari tujuan syari’at (hukum) atau maqashid al-syari’ah 
adalah kemaslahatan umat manusia. Berkaitan dengan ini dalam kitab al-muwafaqat 
al-syathibi menyatakan bahwa:  
 
Artinya: 
“Sesungguhnya syari’ (pembuat shari’at) dalam mensyari’atkan hukumnya 
bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hambanya baik di dunia maupun 
di akhirat secara bersamaan”.48 
Menurut Al-Syathibi, kemaslahatan dapat diwujudkan apabila terpeliharanya 
lima unsur, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan,dan harta. Tujuan utama syariat islam 
terletak pada perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan 
terhadap akal, perlindungan terhadap keturunan, dan perlindugan terhadap harta. 
Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam 
kehidupan ini untuk mencapai sebuah kemaslahatan yang merupakan tujuan dari 
konsep maqasid syari’ah itu sendiri. Adapun tujuan dari maqasid syari’ah ada tiga, 
yaitu membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, 
menegakkan keadilan bagi masyarakat, dan merealisasikan kemaslahatan. 
Dalam usaha mewujud dan memelihara lima unsur pokok itu, Al-Syathibi 
membagi tiga tingkat maqashid atau tujuan syariah, yaitu: 1). Maqashid al-Daruriyat, 
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2). Maqashid al-Hajiyat, dan 3). Maqashid al-Tahsiniyat. Maqashid al-Daruriyat 
dimmaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di 
atas. Maqashid al-hajiyat dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau 
menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi, 
sedangkan maqashid al-tahsiniyat dimasukkan agar manusia dapat melakukan yang 
terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok.
49
 
Oleh karena itu, dalam kaitannya dari hasil penelitian menemukan beberapa 
implementasi tugas dan fungsi dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara dalam 
tinjauan maqashid al-syari’ah ialah;  
1. Maqashid Daruriyat 
a. memelihara agama (al-Muhafazhah ala al-Dien)   
Sikap jujur, adil, dan amanah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas 
pendidikan  membuktikan bahwa upaya pencapaian pemeliharaan agama (menjaga 
agama atau hifzh ad-dien). Hal ini membuktikan bahwa dinas pendidikan taat dan 
sadar atas kepentingan pendidikan anak-anak di Kabupaten Luwu Utara, serta 
percaya diri, antusias, semangat kerja dan disiplin pada lingkungan kerja dan dalam 
rangka beribadah kepada Allah, karena merasa dirinya selalu dilihat oleh Allah. Di 
jelaskan dalam (Q.S. An-Nisa  (4) : 59):  
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                         
                              
       
Terjemahnya: 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.50 
 
 
Dari ayat di atas menjelaskan bahwa memerintahkan untuk beribadah kepada 
Allah. Perintah-perintah itu, mendorong manusia untuk menciptakan masyarakat 
yang adil dan makmur, taat kepada Allah dan Rasul serta tunduk kepada ulil Amri, 
serta menyelesaikan perkara berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur’an 
dan sunnah. 
b. memelihara jiwa (al-Muhafazhah an-Nafs) 
Menjaga jiwa merupakan hal yang urgen kedua setelah memelihara agama. 
Hal ini karna hal yang bernyawa yang dapat melaksanakan seluruh ketentuan agama. 
Maksudnya, syariat hanya dapat dan wajib dilaksanakan oleh mereka yang masih 
hidup sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, jiwa seseorang amat penting bagi 
jalannya pelaksanaan syariat. Dalam hubungannya bagi pelaksanaan tugas dan fungsi 
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dinas  pendidikan dalam  jalannya pelaksanaan tugas–tugas pemerintahan yaitu harus 
menjaga jiwa-jiwa, akal sehat agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan 
pelaksanaan yang teah dibuat. 
Sedangkan dalam islam melarang pembunuhan jiwa. Allah berfirman dalam ( 
Q.S. An-Nisa (4): ayat 29); 
                  
Terjemahnya: 
“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnyaa Allah adalah maha 
penyayang kepadamu”.51 
 
Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang untuk bunuh diri, baik 
membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua 
ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang 
kepada kita. 
c. memelihara akal (al-Muhafazhah ala al-Aql) 
Terpeliharanya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang 
bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat , dan menjadi sumber kejahatan.  
Berkaitan dengan fungsi dan tugas-tugas dinas pendidikan di dalam  pelaksanaan 
tugas dan fungsi dinas pendidikan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan bagi 
siswa-siswi yang ada di Kabupaten Luwu Utara, dan memberikan pengajaran 
terhadap siswa-siswi agar lebih meningkatkan bakat setiap siswa, dalam hal ini ialah 
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masuk pada memelihara akal karena islam sangat menjunjung tinggi hak manusia 
untuk hidup yang lebih baik,  maka terpeliharanya akal dari kerusakan dengan 
menjamin kebebasan berfikir, belajar, dan sebagainya. 
d. Memelihara Keturunan (al-Muhafazhah ala an-Nasl) 
Anak merupakan aset yang berharga bagi masa depan bangsa. Mereka sebagai 
tuna, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa harus diasuh, 
dilindungi, dan dididik dengan baik.  Dalam hal tersebut mendidik Anak merupakan 
pemeliharaan keturunan (al-Muhafazhah ala an-Nasl) karena setiap anak berhak atas 
kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sebagaimana dalam (Q.S al-kahfi (18); 46) :  
                                 
       
Terjemahnya: 
”Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan 
yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih 
baik untuk menjadi harapan”.52 
 
Sebagai penerus bangsa anak-anak sebaiknya mendapatkan pendidikan yang 
lebih baik agar kelak bisa menjadi harapan bangsa kelak. 
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e. Memelihara Harta (al-M uhafazhah ala al-Mal) 
pengelolaan administrasi di dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara ini 
masuk kepada maqasid adh daruriyah yang memelihara harta (hifdz al-mal),  dalam 
hal ini dalam pengelolaan administrasi diharapkan dapat meningkatkan mutu 
pendidikan dengan menambahkan fasilitas-fasilitas berupa sarana prasarana sekolah 
agar proses belajar mengajar lebih baik untuk mencapai tujuan pendidikan secara 
efektif dan efesien. Hal ini sebagaimana dalam (Q.S. an-nisa (4): 5) : 
                             
           
Terjemahnya:  
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah 
sebagai pokok kehidupan”. 53 
Dengan menjaga harta maka kita bisa terhindar dari penipuan, manipulasi, dan 
lain sebagainya yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Islam sendiri sangat 
menjunjung tinggi dengan menjaga harta kita, dan islam sangat tidak menjunjung 
hidup yang berlebih-lebihan bahkan berfoya-foya. 
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Kementrian Agama  RI,  Al-Quran Dan Terjemahannya, (Bogor : Unit Percetakan Al-
Quran (UPQ) di Ciawi, 2017),  h. 77 
2. Maqashid al-Hajiyat 
Dalam rangka memperrmudah pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pendidikan, 
maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang jelas sebagai acuan untuk mencapai 
sasaran yang diinginkan. Pedoman dan arahan dituangkan dalam bentuk rencana 
starategi yang berisi visi, misi strategi serta rencana kerja beserta seluruh aspek yang 
berkaitan dengan kegiatan kerja dinas pendidikan Kabupaten Luwu Utara. Dengan 
disusunnya rencana kerja ini mengharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dinas 
pendidikan Kabupaten Luwu Utara dalam pencapaian kerja yang telah di tetapkan.  
3. Maqashid al-Tahsiniyat 
Dengan terlaksananya seluruh kegiatan kerja pelaksanaan dinas pendidikan 
Kabupaten Luwu Utara terkait dengan perencanaan kerja dan kebijakan yang sesuai 
dengan perundangan yang berlaku beserta mengcakupi seluruh kebutuhan-kebutuhan 
sarana prasarana sekolah-sekolah di Kabupaten Luwu Utara ini merupakan bentuk 
kesempurnaan (maqashid al-tahsiniyat) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas 
pendidikan.   
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan        
Dari hasil penelitian yang dijabarkan dalam pembahasan masalah, penulis dapat 
menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Implementasi tugas dan fungsi Dinas Pendidikan telah diatur di dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara  No. 4 Tahun 2012 Bab III tentang 
Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. Dinas 
Pendidikan Kabupaten Luwu Utara telah menunjukkan perannya dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Hal 
tersebut terlihat dari terlaksananya perumusan kebijakan di bidang 
pendidikan serta pelayanan urusan pemerintahan dalam program-program 
yang telah dilakukan dinas pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas 
pendidikan yang ada di Kabupaten Luwu Utara. 
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masih terdapat faktor pendukung dan 
faktor hambatan dalam Implementasi Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan 
Kabupaten Luwu Utara yakni; 1). Faktor pendukung dalam implementasi 
tugas dan fungsi dinas pendidikan yag ada di kabupaten luwu utara ialah  
faktor koordinasi dan faktor kebijakan, 2). Faktor penghambat dalam 
implementasi tugas dan fungsi dinas pendidikan yag ada di Kabupaten Luwu 
Utara ialah kesediaan tenaga pendidik (guru) yang belum tmerata dan 
inprastruktur yang tidak merata. 
3. Ditinjau dari maqashid al-syari’ah bahwasanya implementasi tugas dan 
fungsi dinas pendidikan dalam mengatasi kemaslahatan dengan 
terpeliharanya lima unsur pokok yaitu hifzh al-dien (perlindungan agama), 
hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), hifzh al-aql (perlindungan akal), hifzh al-
maal (perlindungan harta), hifzh al-nasl (perlindungan keturunan), dalam 
usaha mewujudkan kelima unsur pokok terdapat tujuan syariah diantaranya; 
maqashid al-daruriyat, maqashid al-hajiyat, dan maqashid al-tahsiniyat. 
 
B.  Saran 
Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan 
Kabupaten Luwu Utara, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara disarankan agar mempertahankan 
dan meningkatkan pelaksanaan program kerja yang sudah dicapai dengan 
baik. 
2. Semua unsur yang terlibat dalam bidang pendidikan agar lebih memberikan 
perhatian dan dukungan nyata dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan 
pendidikan. 
3. Seluruh pegawai dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Luwu Utara 
hendaknya selalu bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaanya 
4. Hendaknya peningkatan kinerja Aparatul Sipil Negara (ASN) dan belum ASN  
Kabupaten Luwu Utara agar lebih  memperhatikan kepentingan umum 
daripada kepentingan pribadi. 
5. Memilih tenaga pendidik yang lebih profesional agar proses pembelajaran 
dapat  berjalan dengan baik. 
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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA 
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 
NOMOR 4 TAHUN 2012 
 
TENTANG 
 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 
  
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
BUPATI LUWU UTARA, 
 
  
Menimbang   : a.  bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi 
Dinas Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah; 
 b.  bahwa penyusunan Organisasi dan Tata Kerja tersebut sifatnya 
terbatas pada beberapa Organisasi Dinas Daerah berupa  
perubahan  nomenklatur dan  struktur organisasi dengan cara 
menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti  nomenklatur  
Dinas  yang sudah terbentuk  sebagai upaya  membangun sistem 
pemerintahan yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan 
pada peningkatan  pelayanan publik yang prima;  
 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan  huruf  b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Luwu Utara.  
Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia  Nomor  3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890);  
2.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);  
3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah  beberapa kali, terakhir 
dengan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun 2008 tentang 
Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor  59, Tambahan  Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);  
4.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan  Pemerintahan  Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
5.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741);  
6.   Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2008  Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);  
7.   Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Nomor 181).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 
dan 
BUPATI LUWU UTARA 
 
MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG  PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU 
UTARA. 
 
Pasal I 
  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah  Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor  10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) diubah sebagai berikut :  
1.  Ketentuan Pasal 2 ayat (2)  diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
  
Pasal 2 
 (1)  Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja  Dinas Daerah 
Kabupaten Luwu Utara.  
 (2)  Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :  
       a.  Dinas Pendidikan;  
       b.  Dinas Kesehatan;  
       c.  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  
       d.  Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;  
       e.  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;  
       f.  Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata;  
       g.  Dinas Pekerjaan Umum;  
       h.  Dinas Pertambangan dan Energi;  
       i.  Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;  
       j.  Dinas Pertanian;  
       k.  Dinas Kehutanan dan Perkebunan;  
       l.  Dinas Kelautan dan Perikanan; dan  
       m.  Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.  
   
  (3)  Dinas daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang 
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksakan tugas berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Deaerah.  
  
2.  Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 
 
BAB III 
DINAS PENDIDIKAN 
Bagian Kesatu 
Tugas Pokok dan Fungsi 
Pasal 3 
  
Dinas  Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang 
pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.  
3.  Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 4 
  
Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas 
Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  
a.  perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;  
b.  penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;  
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan 
kewenangannya;  
d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, 
perlengkapan, dan peralatan;  
e.  pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan  
f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.  
  
  
4.  Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 5 
(1)  Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Pendidikan 
terdiri dari:  
a.  Kepala Dinas;   
b.  Sekretariat terdiri dari:  
1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
2.  Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan  
3.  Sub Bagian Keuangan;  
c.  Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:  
     1.  Seksi Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi;   
     2.  Seksi  Peningkatan Mutu  Tenaga Pendidik  dan Kependidikan; dan  
     3.  Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;  
d.  Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan terdiri dari:  
     1.  Seksi Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi;  
     2.  Seksi  Peningkatan Mutu  Tenaga Pendidik  dan Kependidikan; dan  
     3.  Seksi  Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan Kejuruan;  
e.  Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal terdiri dari:  
     1.  Seksi Pendidikan Pra Sekolah dan Non Formal;  
     2.  Seksi  Peningkatan Mutu  Tenaga Pendidik  dan Kependidikan; dan  
     3.  Seksi Pembinaan Kursus dan UKS; dan  
f.  Jabatan Fungsional.  
  
(2)  Bagan Susunan Organisasi Dinas  Pendidikan,  sebagaimana tercantum dalam 
lampiran  I  yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.  
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  
  
5.  Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 8 
  
(1)  Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Kesehatan 
terdiri dari:  
a.  Kepala Dinas;  
b.  Sekretariat terdiri dari:  
     1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
     2.  Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan  
     3.  Sub Bagian Keuangan;  
c.  Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari:  
     1.  Seksi Kesehatan Keluarga;  
     2.  Seksi Gizi Kesehatan Masyarakat; dan  
     3.  Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;   
d.  Bidang Bina  Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:  
     1.  Seksi Penanggulangan Penyakit;  
     2.  Seksi Penyehatan Lingkungan; dan  
     3.  Seksi  Sarana  Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra;  
e.  Bidang Bina  Pengembangan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:  
     1.  Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;  
     2.  Seksi Sarana Kesehatan; dan   
     3.  Seksi Akreditasi Sumber Daya Kesehatan;  
f.  Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dasar dan Farmasi  terdiri dari:  
     1.  Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;  
     2.  Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat dan Makanan; dan  
     3.  Seksi  Pelayanan, Pengembangan dan Perbekalan Kesehatan; dan  
g.  Jabatan Fungsional.  
 
(2)  Bagan Susunan Organisasi Dinas  Kesehatan  sebagaimana tercantum dalam 
lampiran  II  yang tidak  terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.  
 (3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  
 
6.  Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
 
Pasal 11 
  
(1)  Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:                        
a.  Kepala Dinas;  
b.  Sekretariat terdiri dari:  
     1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
     2.  Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan  
     3.  Sub Bagian Keuangan;  
c.  Bidang Sosial terdiri dari:  
     1.  Seksi Rehabilitasi Sosial;  
     2.  Seksi  Perlindungan dan Jaminan Sosial  Jaminan Sosial; dan  
     3.  Seksi Pemberdayaan Sosial;  
d.  Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja terdiri dari:  
     1.  Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;  
     2.  Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan; dan  
     3.  Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;   
e.  Bidang Transmigrasi terdiri dari:  
     1.  Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan;  
     2.  Seksi  Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi; dan  
     3.  Seksi Pengembangan Kelembagaan; dan  
f.  Kelompok Jabatan Fungsional.  
(2)  Bagan Susunan Organisasi  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
sebagaimana tercantum dalam lampiran  III  yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Daerah ini.  
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  
  
  
7.  Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
  
BAB VI 
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
 
Bagian Kesatu 
Tugas Pokok dan Fungsi 
 
Pasal 12 
  
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas 
pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang menjadi 
tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
  
8.  Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
  
Pasal 13 
  
Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dinas 
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:  
a.  perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang 
perhubungan, komunikasi dan informatika;  
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan 
kewenangannya;  
d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, 
perlengkapan, dan peralatan;  
e.  pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan  
f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.  
  
9.  Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;  
  
Pasal 14 
  
(1)  Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika terdiri dari:                        
a.  Kepala Dinas;  
b.  Sekretariat terdiri dari:  
     1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
     2.  Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan  
     3.  Sub Bagian Keuangan;  
c.  Bidang Perhubungan Darat terdiri dari:  
     1.  Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Darat;  
     2.  Seksi Angkutan dan Terminal; dan  
     3.  Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Darat;  
d.  Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri dari:  
     1.  Seksi Angkutan Laut dan Udara;   
      2.  Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Laut dan Udara; dan  
      3.  Seksi  Pengendalian Operasional Perhubungan Laut dan Udara;  
e.  Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari:  
      1.  Seksi Aplikasi Telematika;  
      2.  Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi; dan  
      3.  Seksi Informasi Publik; dan  
f.  Jabatan Fungsional.  
  
(2)  Bagan susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika  
sebagaimana tercantum dalam lampiran  IV yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Daerah ini.  
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala 
Dinas,  Sekretaris, Kepala  Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  
  
10. Ketentuan  BAB VIII  Pasal  18  diubah,  sehingga berbunyi  sebagai berikut:  
  
BAB VIII 
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 
  
Bagian Kesatu 
Tugas Pokok dan Fungsi 
 
Pasal 18 
  
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 
otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan 
periwisata yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan.  
  
11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
  
Pasal 19 
  
Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Pemuda, 
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan teknis di bidang  pemuda,  olahraga, kebudayaan dan 
pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, 
olahraga, kebudayaan dan pariwisata;  
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan 
kewenangannya;  
d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, 
perlengkapan, dan peralatan;  
e.  pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan  
f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.  
  
12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 20 
  
(1)  Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Pemuda, 
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:                        
a.  Kepala Dinas;  
b.  Sekretariat terdiri dari:  
     1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
     2.  Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan  
     3.  Sub Bagian Keuangan;  
c.  Bidang  Pemberdayaan dan  Pengembangan  Pemuda  terdiri dari:  
     1.  Seksi Pemberdayaan Pemuda;  
     2.  Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan; dan  
     3.  Seksi Sarana dan Prasarana;  
d.  Bidang  Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembudayaan Olahraga terdiri dari:  
     1.  Seksi Pendidikan dan Pelatihan Keolahragaan;  
     2.  Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga; dan  
     3.  Seksi Sarana dan Prasarana;  
e.  Bidang Kebudayaan terdiri dari:  
     1.  Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;  
     2.  Seksi Keseniaan Daerah; dan  
     3.  Seksi Adat dan Kebudayaan Daerah;  
f.  Bidang Pariwisata terdiri dari:  
     1.  Seksi Sarana Pariwisata;  
     2.  Seksi Pembinaan Usaha Wisata; dan  
     3.  Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata; dan  
g.  Kelompok Jabatan Fungsional.  
  
(2)  Bagan  Susunan  Organisasi Dinas  Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan 
Pariwisata  sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Daerah ini.   
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  
  
13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
  
Pasal 21 
 
(1)  Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Pekerjaan 
Umum terdiri dari:                        
a.  Kepala Dinas;  
b.  Sekretariat terdiri dari:  
     1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
     2.  Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan  
     3.  Sub Bagian Keuangan;  
c.  Bidang Bina Marga terdiri dari:  
     1.  Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;  
     2.  Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan  
     3.  Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;   
d.  Bidang Cipta Karya terdiri dari:  
     1.  Seksi Pengembangan dan Pengawasan;  
     2.  Seksi Bangunan; dan  
     3.  Seksi Sarana Perkotaan dan Pedesaan;  
e.  Bidang Penataan Ruang terdiri dari:  
     1.  Seksi Pemetaan Tata Ruang;  
     2.  Seksi Tata Kota; dan  
     3.  Seksi Pengawasan dan Pengendalian Gedung;  
f.  Bidang Pengairan terdiri dari:  
     1.  Seksi Sarana dan Prasarana Pengairan;  
     2.  Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Bina Manfaat; dan  
     3.  Seksi  Pengelolaan Irigasi, Tambak, Rawa/Danau dan Waduk;   
g.  Bidang Kebersihan terdiri dari:  
     1.  Seksi Pengelolaan Persampahan  dan Limbah Rumah Tangga;  
     2.  Seksi Kebersihan Jalan, Saluran dan Pemukiman; dan  
     3.  Seksi Penataan TPS dan TPA; dan  
h.  Kelompok Jabatan Fungsional.  
  
(2)  Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum 
dalam lampiran VI  yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.  
  
(3)  Ketentuan  lebih  lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  
  
  
14. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
  
Pasal 26 
  
(1)  Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Pertambangan 
dan Energi terdiri atas:  
a.  Kepala Dinas  
b.  Sekretariat terdiri dari:  
     1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
     2.  Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan  
     3.  Sub Bagian Keuangan;  
c.  Bidang Geologi  dan Migas terdiri dari:  
     1.  Seksi Survei Geologi dan Migas;  
     2.  Seksi Sumber Daya Geologi; dan  
     3.  Seksi Mitigasi Bencana;  
d.  Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari:  
     1.  Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;  
     2.  Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan; dan  
     3.  Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi;   
e.  Bidang Pertambangan Umum terdiri dari:  
     1.  Seksi Pengembangan dan Pengusahaan Pertambangan;  
     2.  Seksi Penyiapan Wilayah dan Konservasi Pertambangan; dan  
     3.  Seksi Pemasaran;  
f.  Bidang Pengawasan terdiri dari:  
     1.  Seksi Pengawasan Geologi dan Migas;  
     2.  Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan; dan  
     3.  Seksi Pengawasan Pertambangan Umum; dan  
g.  Kelompok Jabatan Fungsional.  
  
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran VII  yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah 
ini.  
  
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kepala  Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  
 
15. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
  
Pasal 29 
  
(1)  Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Koperasi, 
Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:                        
a.  Kepala Dinas;  
b.  Sekretariat terdiri dari:  
     1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
     2.  Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan  
     3.  Sub Bagian Keuangan;  
c.  Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari:  
     1.  Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;  
     2.  Seksi Pemberdayaan Koperasi; dan  
     3.  Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM;  
d.  Bidang Perindustrian terdiri dari:  
     1.  Seksi Industri Kecil dan Menengah;  
     2.  Seksi Standarisasi dan Teknologi; dan  
     3.  Seksi Promosi, Informasi dan Kerjasama Industri;  
e.  Bidang Perdagangan terdiri dari:  
     1.  Seksi  Fasilitasi Usaha Perdagangan dan Pengelolaan Sarana Pasar;  
     2.  Seksi Promosi dan Pemasaran; dan  
     3.  Seksi Pengembangan Produk Lokal;  
f.  Bidang  Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar terdiri dari:  
     1.  Seksi Perlindungan Konsumen;  
     2.  Seksi Metrologi; dan  
     3.  Seksi Pengawasan Barang Beredar; dan  
g.  Kelompok Jabatan Fungsional.  
  
(2)  Bagan  Susunan  Organisasi Dinas  Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan  
sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII  yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Daerah ini.   
(3)  Ketentuan lebih  lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  
  
16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
  
Pasal 32 
  
(1)  Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Pertanian 
terdiri dari:  
a.  Kepala Dinas;  
b.  Sekretariat terdiri dari:  
      1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
      2.  Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan  
      3.  Sub Bagian Keuangan;  
c.  Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:  
      1.  Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Tanaman Pangan;  
      2.  Seksi Budidaya dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan  
      3.  Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan;  
d.  Bidang Hortikultura terdiri dari:  
      1.  Seksi Pembibitan dan Sarana Produksi Hortikultura;  
      2.  Seksi  Pengembangan Produksi  dan Perlindungan Hortikultura; dan  
      3.  Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;  
e.  Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari:  
     1.  Seksi Pengelolaan Air Irigasi;  
     2.  Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan; dan  
     3.  Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian;  
f.  Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:  
     1.  Seksi Pembibitan dan Sarana Produksi Peternakan;  
     2.  Seksi Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran  Peternakan; dan  
     3.  Seksi  Kesehatan Hewan  dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan  
g.  Kelompok Jabatan Fungsional.  
  
(2)  Bagan  Susunan  Organisasi Dinas  Pertanian  sebagaimana tercantum dalam 
lampiran  IX  yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.   
(3)  Ketentuan lebih  lanjut mengenai  rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  
  
17. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
  
Pasal 35 
  
(1)  Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Kehutanan 
dan Perkebunan terdiri dari:  
a.  Kepala Dinas;  
b.  Sekretariat terdiri dari:  
     1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
      2.  Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan  
      3.  Sub Bagian Keuangan;  
c.  Bidang Kehutanan terdiri dari:  
      1.  Seksi Perencanaan dan Penataan Kawasan Hutan;  
      2.  Seksi  Perlindungan, Pengawasan dan Peredaran  Hasil Hutan; dan  
      3.  Seksi Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Lahan;  
d.  Bidang Perkebunan terdiri dari:  
      1.  Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi;  
      2.  Seksi Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran; dan  
      3.  Seksi Perlindungan Perkebunan;  
e.  Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha terdiri dari:  
     1.  Seksi Pengembangan Usaha;  
     2.  Seksi  Pemberdayaan Masyarakat Kehutanan dan Perkebunan; dan  
     3.  Seksi Pembinaan dan Pengendalian Mutu; dan  
f.  Kelompok Jabatan Fungsional.  
  
(2)  Bagan Susunan Organisasi Dinas  Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran  X  yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.  
(3)  Ketentuan  lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.  
 
 
  
18. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
  
Pasal 38 
  
(1)  Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Kelautan dan 
Perikanan terdiri dari:  
a.  Kepala Dinas;  
b.  Sekretariat terdiri dari:  
      1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
      2.  Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan  
      3.  Sub Bagian Keuangan;  
c.  Bidang  Pengelolaan  dan Pemasaran  Hasil Perikanan  terdiri dari:  
     1.  Seksi Pengolahan Hasil;  
     2.  Seksi Pemasaran dan Pembinaan Mutu; dan  
     3.  Seksi Usaha dan Investasi;  
d.  Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya terdiri dari:  
     1.  Seksi Sumber Daya Ikan;  
     2.  Seksi Pelabuhan dan Perikanan; dan  
     3.  Seksi Usaha Budidaya;  
e.  Bidang Kelautan dan Pesisir terdiri dari:  
     1.  Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan;  
     2.  Seksi Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan; dan  
     3.  Seksi  Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha;  
f.  Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri 
dari:  
      1.  Seksi  Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan;  
      2.  Seksi  Pemantauan  SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan; dan  
      3.  Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir; dan  
g.  Kelompok Jabatan Fungsional.  
  
(2)  Bagan Susunan Organisasi Dinas  Kelautan  dan Perikanan sebagaimana  
tercantum dalam lampiran  XI  yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.  
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.  
 
19. Ketentuan  BAB  XV dan Pasal 39  diubah  sehingga berbunyi  sebagai  
berikut:  
  
BAB XV 
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN 
DAN ASET DAERAH 
 
Bagian Kesatu 
Tugas Pokok dan Fungsi 
 
Pasal 39 
  
Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan 
otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan 
Peraturan Perundang-undangan.  
  
20. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:   
  
Pasal 40 
  
Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 39, Dinas 
Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:  
a. perumusan kebijakan teknis di bidang  pendapatan, pengelolaan keuangan dan  aset  
daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan aset daerah;  
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan 
kewenangannya;  
d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, 
perlengkapan dan peralatan;  
e.  pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;  
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya.  
  
 
  
21. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  
  
Pasal 41 
  
(1)  Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Pendapatan,  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:                        
a.  Kepala Dinas;  
b.  Sekretariat terdiri dari:  
      1.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
      2.  Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan  
      3.  Sub Bagian Keuangan;  
c.  Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari:  
1.  Seksi Pajak;  
2.  Seksi Retribusi; dan  
3.  Seksi Pendapatan Lain-Lain dan Dana Perimbangan;  
d.  Bidang Anggaran terdiri dari:  
     1.  Seksi Penyusunan APBD;  
     2.  Seksi Otorisasi DPA-SKPD; dan  
     3.  Seksi Perbendaharaan;  
e.  Bidang Akuntansi terdiri dari:  
     1.  Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas;  
     2.  Seksi Akuntansi Aset; dan  
     3.  Seksi Penyusunan Laporan Keuangan;  
f.  Bidang Asset Daerah terdiri dari:  
     1.  Seksi Perencanaan Kebutuhan;  
     2.  Seksi Analisa Asset ; dan  
     3.  Seksi Penghapusan Aset; dan  
g.  Kelompok Jabatan Fungsional.  
  
(2)  Bagan  Susunan  Organisasi Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan  dan  
Aset  Daerah  sebagaimana tercantum dalam lampiran  XII  yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Daerah ini.  
(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian  tugas, fungsi dan tata kerja Kepala 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.  
  
Pasal II 
  
(1)  Dinas  yang  terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata  Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara  yang 
mengalami perubahan  pada saat berlakunya  Peraturan Daerah ini  tetap menjalankan 
tugasnya sampai dengan  dilakukannya pelantikan  sesuai  Peraturan Daerah ini.    
(2)  Dinas  yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini melaksanakan  kegiatan 
setelah  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2012 ditetapkan.   
(3)  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini  dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENJELASAN 
ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 
NOMOR  4  TAHUN 2012 
 
TENTANG 
 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 
 
  
I.  UMUM  
  
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, diperlukan adanya 
perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan 
daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.   
Untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi Organisasi Dinas Daerah perlu 
dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja dinas. Penyesuaian tersebut terbatas 
pada beberapa nomenklatur dan struktur organisasi yang diharapkan adanya 
sinkronisasi nomenklatur jabatan dengan pembagian tugas organisasi perangkat 
daerah sesuai dengan kewenangannnya.  
 
 
 
II.  PASAL DEMI PASAL   
       Pasal I  
Cukup jelas. 
       Pasal II  
Cukup jelas.  
  
TAMBAHAN  LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 
229   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
1.  Bagaimana perumusan kebijakan teknis dinas upaten lupendidikan di Kabupaten 
Luwu Utara? 
2. Apa saja kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan? 
3. Apa saja pelayanan-pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten 
Luwu Utara? 
4. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi dinas pendidikan sesuai dengan lingkup 
tugas dan dan kewenangannya di Kabupaten Luwu Utara? 
5. Bagaimana pengelolaan administrasi pendidikan yang ada di Kabupaten Luwu 
Utara? 
6. Apakah ada faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan tugas dinas 
pendidikan di Kabupaten Luwu Utara? 
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